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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

SABTU, 6 JUNI 2026  |  8 HALAMAN

Hasil FIFA Matchday, 
Indonesia Bantai 

Oman 3-0

Satgas PHL Pantau
Aktivitas WPR Kayuboko

BSI Cairkan Dividen Rp1,51 Triliun

Baca KPHD Hal. 7

Baca BSI Hal. 7Baca BANTAI Hal. 7

Baca BUPATI Hal. 7

Bupati Parigi 
Moutong Tutup 

MTQ ke-15 Tingkat 
Kecamatan Palasa

Panen Jagung Desa 
Bugis, Bukti Kolaborasi 

Petani dan Polri

KPHD Gagas Akademi Parlemen Hijau Daerah 

SEKRETARIS Satgas PHL Parigi Moutong, Muhammad Idrus (tengah) memberikan keterangan kepada war-
tawan usai melakukan pemantauan di WPR Kayuboko, Jumat (5/6/2026). Foto: IST

SULTENG RAYA – Aktivitas pertambangan 
emas rakyat di Desa Kayuboko, Kabupaten 
Parigi Moutong, kembali menjadi perhatian 

pemerintah. Melalui Satuan Tugas Pene-
gakan Hukum Lingkungan (Satgas PHL), 

pengawasan lapangan diperkuat guna 
memastikan kegiatan pertambangan yang 

berlangsung di Wilayah Pertambangan 
Rakyat (WPR) berjalan sesuai ketentuan 

perlindungan dan Satgas PHL melakukan 
pemantauan langsung terhadap tiga lokasi 
pertambangan emas yang telah ditetapkan 

sebagai WPR oleh Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah, Jumat (5/6/2026).

Langkah tersebut me-
rupakan tindak lanjut ara-
han Bupati Parigi Moutong 
yang sebelumnya meminta 
pengawasan lebih intensif 

terhadap aktivitas pertam-
bangan rakyat di daerah 
tersebut.

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase menyampaikan sam-
butan pada penutupan MTQ ke-15 Tingkat Kecamatan Palasa 
di Desa Eeya, Kamis malam (4/6/2026). FOTO: DINAS KOMINFO 
PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Gemerlap lampu dan an-
tusiasme masyarakat memenuhi Lapangan Sepak 
Bola Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kamis malam 
(4/6/2026). Setelah beberapa hari menjadi pusat 
syiar Islam dan ajang pembinaan generasi Qurani, 
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-15 Tingkat 
Kecamatan Palasa resmi ditutup oleh Bupati Parigi 
Moutong, Erwin Burase.

Mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat 
yang Cinta Al-Qur’an untuk Membangun Masyara-
kat Mandiri dan Tangguh Menghadapi Tantangan 
Zaman”, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi 
arena perlombaan membaca dan memahami Al-
Qur’an, tetapi juga menjadi ruang mempererat 
ukhuwah serta memperkuat nilai-nilai keagamaan 
di tengah masyarakat.

Penutupan MTQ berlangsung meriah dan dihadi-
ri unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, para peserta, serta 
warga dari berbagai desa di Kecamatan Palasa. 
Kebersamaan yang terjalin selama pelaksanaan 
MTQ menjadi gambaran kuatnya semangat gotong 
royong dan persatuan masyarakat setempat.

SAMBUT HLHS

PENYERANG Timnas Indonesia Ole Romeny beraksi lawan 
Oman. FOTO: CNNINDONESIA/ADI MAULANA IBRAHIM

SULTENG RAYA - Timnas Indonesia menang 
telak 3-0 atas Oman dalam pertandingan FIFA Mat-
chday bertajuk Garuda Championship Series 2026 di 
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 
(5/6) malam.

Indonesia langsung mengambil inisiatif bermain 
penguasaan bola dan menekan sejak awal permai-
nan. Namun ancaman pertama justru di dapat Oman 
lewat umpan silang, tapi masih bisa diamankan kiper 
Indonesia Emil Audero.

Pada menit keenam Indonesia mampu mengancam 
gawang Oman lewat sundulan Nathan Tjoe-A-On 
usai meneruskan umpan lambung Rizky Ridho. Tapi 
sundulan Nathan bisa diblok bek Oman.

Pada menit ke-13, Indonesia berhasil membobol 
gawang Oman lewat sundulan Justin Hubner usai me-
neruskan umpan tendangan bebas Nathan Tjoe-A-On.

Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 
2-0 pada menit ke-27 lewat sontekan Ole Romeny usai 
meneruskan umpan dari Beckham Putra Nugraha.

FOTO BERSAMA peserta pertemuan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD). FOTO: IST

S U L T E N G  R A Y A  – 
Menyambut Hari Lingkun-
gan Hidup Sedunia (HLHS) 
yang diperingati setiap tang-
gal 5 Juni, anggota Kau-
kus Parlemen Hijau Daerah 
(KPHD) dari berbagai wila-
yah di Indonesia berkumpul 
di Jakarta pada 3–4 Juni 
2026 untuk mendiskusikan 
berbagai agenda strategis 
lingkungan hidup yang se-
makin penting bagi masa 
depan daerah.

Pertemuan tersebut men-
jadi ruang konsolidasi dan 
penguatan kapasitas bagi 
anggota DPRD yang terga-
bung dalam KPHD untuk 

mendiskusikan dan meng-
gagas kebijakan lingkungan 
hidup, mulai dari ekonomi 
karbon untuk daerah, pe-
nerapan instrumen fiskal 
lingkungan (eco tax), pem-
biayaan transisi melalui pen-
dekatan exit cost, hingga tata 
kelola sampah yang mampu 
menciptakan manfaat eko-
nomi dan kesejahteraan bagi 
masyarakat.

Ketua Presidium Nasional 
Kaukus Parlemen Hijau 
Daerah, Mutmainah Korona 
mengatakan, kegiatan ini 
diselenggarakan bersama 
sejumlah organisasi masy-
arakat sipil yang selama ini 

aktif mendorong tata kelola 
lingkungan hidup dan pem-
bangunan berkelanjutan, 
antara lain Pilar Nusantara 
(PINUS), The Reform Initi-
atives (TRI), Publish What 
You Pay (PWYP) Indonesia, 
Pattiro, dan Waste4Change.

Dalam forum tersebut, 
KPHD menegaskan penting-
nya memperkuat kapasitas 
parlemen daerah dalam 
menjawab tantangan pem-
bangunan berkelanjutan 
yang semakin kompleks. 
Berbagai isu strategis diba-
has bersama mitra dan nara-

KEGIATAN panen jagung di Desa Bugis, Kecamatan Mepanga, Kamis (4/6/2026). FOTO:  SUBSEKTOR MEPANGA

SULTENG RAYA – Ham-
paran jagung yang mengu-
ning di Dusun I Desa Bugis, 
Kecamatan Mepanga, men-
jadi penanda keberhasilan 
kerja bersama antara petani, 
pemerintah desa, dan aparat 
kepolisian. Di lahan milik 
Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) seluas 0,1 hektare 
yang dikelola Kelompok 
Tani (Poktan) Rohani, panen 
jagung berhasil dilaksana-
kan, Kamis (4/6/2026).

Keberhasilan panen ter-
sebut tidak hanya menjadi 

ILUSTRASI. FOTO: DOK. BSI

SULTENG RAYA – PT 
Bank Syariah Indonesia 
(Persero) Tbk dengan kode 
emiten (BRIS) resmi memba-
gikan dividen tunai sebesar 
Rp1,51 triliun kepada para 
pemegang saham, Jumat 
(5/6/2026). 

Pembayaran dividen ter-
sebut merupakan tindak 
lanjut dari keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST) Perseroan 
yang diselenggarakan pada 
5 Mei 2026.

Dividen yang dibagikan 
setara dengan 20 persen (%) 
dari laba bersih tahun buku 
2025 yang mencapai Rp7,57 
triliun. Dengan demikian, 
pemegang saham mempero-
leh dividen sebesar Rp32,81 
per lembar saham, mening-
kat 44% dibandingkan tahun 
sebelumnya yang sebesar 
Rp22,78 per saham.

Pembagian dividen ini 
mencerminkan komitmen 
Perseroan untuk membe-
rikan nilai tambah kepada 
pemegang saham seiring 
dengan pertumbuhan kiner-
ja yang berkelanjutan. Ada-
pun pemegang saham yang 

berhak menerima dividen 
adalah mereka yang tercatat 
dalam Daftar Pemegang Sa-
ham (DPS) Perseroan tang-
gal 19 Mei 2026.

Corporate Secretary BSI, 
Wisnu Sunandar, menyam-
paikan apresiasi atas ke-
percayaan dan dukungan 
seluruh pemegang saham 

serta nasabah yang telah 
menjadi bagian dari per-
jalanan pertumbuhan Per-
seroan. 

“Kami mengucapkan te-

rima kasih atas loyalitas 
nasabah dan kepercayaan 
para pemegang saham kepa-

Baca PANEN Hal. 7

Baca SATGAS Hal. 7
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SULTENG RAYA – Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bantuan Operasional 
Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 
Anggaran 2026 diarahkan untuk 
memperkuat program pemban-
gunan keluarga dan mempercepat 
penurunan stunting. Hal tersebut 
disampaikan Kepala Perwakilan 
Kemendukbangga/BKKBN Provinsi 
Sulawesi Tengah Nuryamin, saat 
membuka Sosialisasi Petunjuk Tek-
nis Pelaksanaan DAK BOKB Tahun 
Anggaran 2026 di Luwuk, Kabupaten 
Banggai, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, ia menegas-
kan dana tersebut menjadi penguat 
berbagai intervensi yang langsung 
menyentuh masyarakat, khususnya 
kelompok sasaran prioritas. Secara 
spesifik, alokasi dana BOKB ini juga 
diarahkan untuk membiayai operasi-
onal Kampung KB serta pelaksanaan 
program Dapur Sehat Atasi Stunting 
(DASHAT) di tingkat desa.

“Tahun 2026 memiliki pedoman 
baru melalui Peraturan Menteri 
Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 5 
Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana BOKB. Seluruh 
pengelola program perlu memahami 
setiap perubahan agar pelaksanaan 
kegiatan berjalan efektif dan sesuai 
aturan,” ujarnya.

Nuryamin meminta seluruh jajaran 
di Kabupaten Banggai untuk memfo-

kuskan intervensi pada keluarga be-
risiko stunting dan calon pengantin, 
serta memperkuat kolaborasi dengan 
berbagai mitra, termasuk organisasi 
profesi dan Tim Penggerak PKK.

Sebagai ujung tombak intervensi 
yang operasionalnya turut didukung 
oleh pendanaan BOKB tersebut, opti-
malisasi Kampung KB terus menjadi 
perhatian utama. Berdasarkan data 
klasifikasi per 4 Juni 2026, Kabupaten 
Banggai tercatat memiliki total 337 
Kampung KB. Rincian klasifikasi 
dari total tersebut meliputi tidak 
adanya Kampung KB pada tingkat 
Dasar, 8 Kampung KB (2,37 persen) 
pada tingkat Berkembang, 11 Kam-
pung KB (3,26 persen) pada tingkat 
Mandiri, dan 318 Kampung KB (94,36 
persen) yang telah mencapai tingkat 
Berkelanjutan.

Sementara, Ketua Tim Kerja Pen-
gendalian Kependudukan Perwa-
kilan Kemendukbangga/BKKBN 
Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. 
Rosni, mengungkapkan sejumlah 
indikator Program Bangga Kencana 
di Kabupaten Banggai masih me-
merlukan perhatian dan penguatan. 

Berdasarkan data tahun 2025, To-
tal Fertility Rate (TFR) tercatat 2,17, 
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 
17,3, prevalensi penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 
sebesar 47,2 persen, demand satis-
fied atau kebutuhan ber-KB yang 

terpenuhi sebesar 27,5 persen, unmet 
need 18,6 persen, angka kemiskinan 
6,7 persen, serta prevalensi stunting 
28,7 persen.

“Dengan capaian beberapa in-
dikator Program Bangga Kencana 
yang masih rendah, Banggai sebagai 
pintu gerbang timur Sulawesi Ten-
gah diharapkan memiliki strategi 
teknis yang mampu lebih mengge-
rakkan ritme kegiatan di lapangan. 
Kuncinya ada pada penggerakan 
dan pemetaan wilayah dengan 
capaian indikator program yang 
lebih rendah sehingga intervensi 
dapat dilakukan secara lebih terarah 
dan efektif,” kata Rosni.

Upaya percepatan penurunan 
stunting melalui program DASHAT 
di Kampung KB yang juga difasilitasi 
pembiayaannya saat ini seluruhnya 
masih berada pada tahapan pembi-
naan dan pelatihan kader. 

Selain itu, Banggai mendapat 
apresiasi karena dokumen Peta 
Jalan Pembangunan Kependudukan 
(PJPK) yang disusun pada akhir 
2025 dinyatakan sebagai salah satu 
dokumen PJPK berkualitas setelah 
melalui evaluasi tim nasional. Pre-
stasi tersebut diharapkan menjadi 
modal penting untuk memperkuat 
perencanaan berbasis data dalam 
mendukung pembangunan keluarga 
dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia di daerah. AMR

KEPALA BKKBN Sulteng, Nuryamin, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
DAK BOKB Tahun Anggaran 2026 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu (3/6/2026). FOTO: HUMAS BKKBN SULTENG

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam rangka meningkat-
kan kualitas pelayanan ke-
polisian kepada masyarakat 
serta memperluas sosialisasi 
layanan darurat Call Center 
Polri 110, Kapolresta Palu 
Kombes Pol. Hari Rosena, 
memimpin langsung kegi-
atan penempelan stiker lay-
anan Polri 110 pada seluruh 
kendaraan dinas operasional 
Polresta Palu yang terdiri 
dari kendaraan roda dua, 
roda empat, dan roda enam, 
berlangsung di lapangan 
apel Mapolresta Palu, Kamis 
(4/6/2026).

Penempelan stiker dila-
kukan secara simbolis oleh 
Kapolresta Palu sebagai 
tanda dimulainya pemasan-
gan pada seluruh armada 
operasional yang digunakan 
dalam pelaksanaan tugas 
kepolisian sehari-hari.

Dalam sambutannya, Ka-
polresta menyampaikan 
bahwa layanan Call Center 
Polri 110 merupakan salah 
satu bentuk transforma-
si pelayanan publik yang 
dikembangkan Polri guna 
memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dalam 
menyampaikan laporan, 
pengaduan, maupun per-
mintaan bantuan kepolisian 
secara cepat, mudah, dan 
tanpa dipungut biaya.

Menurutnya, keberadaan 
layanan 110 harus terus 
disosialisasikan secara ma-
sif agar semakin banyak 
masyarakat yang menge-
tahui dan memanfaatkannya 
ketika membutuhkan ban-

tuan kepolisian, baik terkait 
gangguan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, ke-
celakaan lalu lintas, tindak 
kriminalitas, maupun situasi 
darurat lainnya yang me-
merlukan kehadiran aparat 
kepolisian.

“Melalui pemasangan sti-
ker layanan Polri 110 pada 
seluruh kendaraan dinas 
Polresta Palu, kami ingin 
memastikan informasi men-
genai layanan kepolisian 
ini dapat dilihat dan dike-
tahui oleh masyarakat secara 
luas. Kendaraan dinas yang 
setiap hari beroperasi di 
tengah masyarakat menjadi 
media sosialisasi yang efek-
tif untuk memperkenalkan 
layanan 110 sebagai sarana 
pengaduan dan permintaan 
bantuan kepolisian,” ujar 
Hari.

Lebih lanjut, Kapolresta 
menegaskan bahwa Pol-
resta Palu berkomitmen 
untuk terus meningkatkan 
kualitas pelayanan publik 
yang profesional, modern, 
dan terpercaya. Kehadiran 
layanan Call Center 110 
diharapkan mampu mem-
percepat respons kepolisian 
terhadap berbagai laporan 
masyarakat sehingga penan-
ganan setiap kejadian dapat 
dilakukan secara cepat dan 
tepat.

Pemasangan stiker terse-
but juga merupakan tindak 
lanjut dari program Polri 
dalam memperkuat pela-
yanan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi 
yang terintegrasi. Dengan 

adanya nomor layanan 110 
yang terpasang pada kenda-
raan dinas, masyarakat akan 
lebih mudah mengingat dan 
mengakses layanan tersebut 
kapan pun dibutuhkan.

Selain berfungsi sebagai 
media sosialisasi, stiker lay-
anan Polri 110 juga menjadi 
simbol kesiapsiagaan per-
sonel Polresta Palu dalam 
memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelay-
anan kepada masyarakat. 
Setiap kendaraan dinas yang 
beroperasi di lapangan tidak 
hanya menjadi sarana pen-
dukung tugas kepolisian, 
tetapi juga menjadi sarana 
edukasi publik mengenai 
akses layanan kepolisian 
yang cepat dan mudah.

Kapolresta berharap me-
lalui kegiatan ini kesada-
ran masyarakat terhadap 
pentingnya pemanfaatan 
layanan 110 semakin me-
ningkat. Masyarakat diim-
bau untuk menggunakan 
layanan tersebut secara bijak 
dan bertanggung jawab, 
guna terciptanya situasi 
keamanan dan ketertiban 
yang kondusif di wilayah 
Kota Palu.

Melalui langkah ini, Pol-
resta Palu menegaskan ko-
mitmennya untuk terus 
hadir di tengah masyarakat 
dengan memberikan pelay-
anan yang cepat, responsif, 
humanis, dan profesional, 
sejalan dengan semangat 
Polri Presisi dalam mewu-
judkan institusi kepolisian 
yang semakin dipercaya 
oleh masyarakat. AMR

Polres Touna Intensifkan 
Pengamanan Objek Vital

PERSONEL Polres Touna, saat melakukan pengamanan salah satu objek vital di 
Touna, Kamis (4/6/2026). FOTO: IST

Dana BOKB Perkuat 
Kampung KB Atasi 

Stunting di Banggai

SULTENG RAYA – Satuan Sa-
mapta Polres Tojo Una-Una terus 
mengintensifkan pengamanan 
objek vital (Pam Obvit) di sejumlah 
perbankan yang berada di wilayah 
Kabupaten Tojo Una-una (Touna) 
Kamis (4/6/2026).

Kegiatan pengamanan yang ber-
langsung mulai pukul 08.00 Wita 
hingga 17.00 Wita tersebut dilaksa-
nakan sebagai upaya menjaga sta-
bilitas keamanan dan memberikan 
rasa aman kepada masyarakat yang 
melakukan aktivitas perbankan.

Personel yang diterjunkan dalam 
kegiatan ini masing-masing ditempat-
kan di sejumlah bank, yakni Bripda 
Kadek Retu di Bank BRI, Bripda I 
Wayan Fenly di Bank BPR, Bripka 
M. Natsir Naing di Bank BPD, Bripda 
Andra Wijaya di Bank BNI, serta Brip-
da I Made Oktavio di Bank Mandiri.

Kasat Samapta Polres Tojo Una-
Una, AKP Maryanto, menjelaskan 
bahwa pengamanan objek vital 
perbankan merupakan bagian dari 
tugas kepolisian dalam menja-
min keamanan fasilitas pelayanan 

publik, khususnya sektor jasa 
keuangan.

“Personel tidak hanya melaksa-
nakan pengamanan di lingkungan 
bank, tetapi juga memantau situasi 
keamanan di sekitar objek vital 
guna mengantisipasi potensi gang-
guan kamtibmas,” ujar Maryanto.

Menurutnya, kehadiran polisi 
di lokasi pelayanan perbankan 
diharapkan dapat mendukung ke-
lancaran aktivitas penghimpunan 
dan penyaluran dana, serta mem-
berikan perlindungan terhadap ba-
rang maupun surat berharga yang 
berada di lingkungan perbankan.

Selain itu, pengamanan ini juga 
bertujuan menciptakan rasa aman 
dan nyaman, baik bagi petugas 
bank maupun masyarakat yang 
sedang bertransaksi.

“Dengan adanya pengamanan 
yang rutin dan maksimal, situasi 
keamanan di sekitar objek vital 
perbankan dapat tetap terjaga 
sehingga aktivitas pelayanan ke-
pada masyarakat berjalan dengan 
lancar,” tambahnya. AMR

SULTENG RAYA – Seksi Profesi 
dan Pengamanan (Propam) Polres  
Donggala, Jumat (5/6/26) melaksa-
nakan penguatan dan pengawasan 
internal, yang berlangsung di Hala-
man Mapolres Donggala.

Kegiatan tersebut difokuskan pada 
pemeriksaan kehadiran, kesiapan, 
sikap tampang serta kedisiplinan 
personel sebelum melaksanakan 
tugas pelayanan dan pengamanan 
di wilayah hukum setempat.

Pengawasan dilakukan langsung 
oleh Kasi Propam Iptu I Wayan 
Sujana memantau langsung sikap 

tampang dan kerapian personel saat 
mengikuti apel pagi.

Selain itu, kegiatan ini juga men-
jadi sarana pembinaan internal 
guna memastikan setiap anggota 
Polri tetap menjalankan tugas sesuai 
aturan dan standar kedinasan yang 
berlaku.

Wayan menegaskan bahwa pen-
gawasan rutin tersebut merupakan 
bagian dari komitmen institusi dalam 
menjaga disiplin dan profesionalisme 
anggota.

“Melalui pengawasan ini di-
harapkan seluruh personel se-

makin disiplin, profesional, dan 
mampu memberikan pelayanan 
yang baik kepada masyarakat,” 
jelasnya.

Ia menambahkan, kedisiplinan 
yang diterapkan secara konsisten di 
lingkungan kerja akan berdampak 
langsung pada kualitas pelaksanaan 
tugas di lapangan.

Kegiatan pengawasan internal 
ini akan terus dilaksanakan secara 
berkala sebagai bentuk komitmen 
Kepolisian Resor Donggala dalam 
menjaga integritas dan profesiona-
lisme personel. AMR

KAPOLRESTA Palu, Kombes Pol Hari Rosena, saat melakukan penempelan stiker layanan call cen-
ter 110, di halaman Mapolresta Palu, Kamis (4/6/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA PALU

Kapolresta Minta Warga 
Manfaatkan Layanan 110

KASI Propam Polres Donggala, Iptu I Wayan Sujana, saat memeriksa sikap tampang personel, di halaman Mapolres Donggala. 
FOTO: HUMAS POLRES DONGGALA

Kasi Propam Cek Sikap 
Tampang Personel
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SULTENG RAYA - Kelu-
arga besar Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu menggelar 
Halalbihalal pascahari Raya 
Idul Adha 1447 H sebagai 
momentum mempererat si-
laturahmi dan memperkuat 
kebersamaan antar pegawai, 
Jumat (29/5/2026). Kegiatan 
berlangsung dalam suasana 
hangat dan penuh kekelu-
argaan, dihadiri oleh jajaran 
pimpinan serta seluruh pe-

gawai Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu. Melalui kegiatan 
tersebut, seluruh pegawai 
saling bermaafan dan mem-
perkuat hubungan baik di 
lingkungan kerja. 

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal menyampaikan 
bahwa Halalbihalal menja-
di momen untuk menjaga 
hubungan yang harmonis 
serta membangun semangat 

kerja yang positif. “Melalui 
kegiatan ini, diharapkan ko-
munikasi dan kebersamaan 
antar pegawai dapat terus 
terjalin dengan baik sehing-
ga mendukung pelaksanaan 
tugas dan pelayanan kepada 
masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan HalalBihalal di-
tutup dengan ramah tamah 
bersama dalam suasana 
penuh kebersamaan dan 
kekeluargaan.*/YAT

PARA pegawai Kantor Imigrasi Palu dalam suasana halalbihalal pascahari Raya Idul Adha 1447 H 
sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar pegawai, Jumat 
(29/5/2026). FOTO: TANGKAPAN LAYAR FB KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Pegawai Imigrasi Palu Halalbihalal  
Usai Hari Raya Idul Adha 1447 H

Mediasi  tersebut  di-
laksanakan pada Selasa 
(2/6/2026) oleh personel 

Subsektor Mepanga sete-
lah sebelumnya menerima 
laporan terkait dugaan pen-

PELAKU dan korban dalam kasus pencurian telepon genggam (HP) yang terjadi di Dusun VI, Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan 
Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, kini berhasil diselesaikan secara damai melalui mekanisme restorative justice. FOTO: DOK 
KASUBSEKTOR MEPANGA

Kasus Pencurian HP di Mepanga 
Diselesaikan Secara Kekeluargaan

SULTENG RAYA - Kepolisian terus men-
gedepankan pendekatan humanis dalam 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
terjadi di tengah masyarakat. Melalui upaya 
mediasi dan problem solving, kasus pencu-
rian telepon genggam (HP) yang terjadi di 
Dusun VI, Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan 
Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, berha-
sil diselesaikan secara damai melalui meka-
nisme restorative justice.

curian 1 (satu) unit tele-
pon genggam merek Vivo 
Y20S yang terjadi pada Se-
nin (1/6/2026) sekira pukul 
11.39 wita di Dusun VI Desa 
Kotaraya Selatan.

Dalam proses penyelesai-
an perkara tersebut, pihak 
yang diduga melakukan 
pencurian yakni Ikbal (26), 
warga Desa Kayu Jati, Ke-
camatan Ongka Malino, 
mengakui perbuatannya 
dan menyampaikan permo-
honan maaf kepada korban, 
Tularsih (52), warga Dusun 
VI Desa Kotaraya Selatan, 
Kecamatan Mepanga.

Sebagai bentuk pertang-

gungjawaban, pelaku ber-
sedia mengembalikan te-
lepon genggam yang telah 
diambil serta mengganti 
biaya pengobatan dan biaya 
pergantian kartu telepon 
sebesar Rp600.000. Kese-
pakatan tersebut diterima 
oleh korban, yang kemudian 
sepakat menyelesaikan per-
soalan secara kekeluargaan 
tanpa melanjutkan proses 
hukum.

Kesepakatan damai ter-
sebut, dituangkan dalam 
surat pernyataan yang di-
tandatangani kedua belah 
pihak. Dalam surat tersebut, 
pelaku berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya, 
sementara korban meneri-
ma permohonan maaf dan 
menganggap perkara te-
lah selesai. Kedua pihak 
juga menyatakan tidak akan 
menyimpan dendam serta 
siap menempuh jalur hu-
kum apabila di kemudian 
hari terdapat pelanggaran 
terhadap isi kesepakatan 
yang telah dibuat.

Kasubsektor Mepanga, 
Ipda Yayang Lukie, men-
gatakan bahwa penyelesaian 
melalui mediasi merupakan 
salah satu bentuk implemen-
tasi Polri Presisi yang men-
gedepankan penyelesaian 
masalah secara humanis, 
sepanjang memenuhi syarat 
dan mendapat persetujuan 

dari para pihak yang ter-
libat.

"Polri senantiasa men-
gedepankan langkah-lang-
kah problem solving dan 
restorative justice dalam 
menangani perkara terten-
tu yang memungkinkan 
untuk diselesaikan secara 
damai. Dalam kasus ini, 
kedua belah pihak telah 
sepakat berdamai, pelaku 
mengakui kesalahannya, 
bertanggung jawab atas 
perbuatannya, dan korban 
telah menerima permintaan 
maaf serta ganti rugi yang 
diberikan,” jelasnya. “Kami 
berharap penyelesaian ini 
menjadi pembelajaran bagi 
pelaku agar tidak mengulan-
gi perbuatannya, sekaligus 

memperkuat nilai-nilai ke-
keluargaan dan kerukunan 
di tengah masyarakat," ha-
rap Ipda Yayang Lukie.

Ia menambahkan, Polri ti-
dak hanya berperan sebagai 
penegak hukum, tetapi juga 
sebagai mediator yang hadir 
untuk menjaga stabilitas 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat melalui penye-
lesaian masalah yang ber-
keadilan, mengedepankan 
musyawarah, serta membe-
rikan manfaat bagi seluruh 
pihak.

Dengan berakhirnya pro-
ses mediasi tersebut, situasi 
kamtibmas di wilayah Ke-
camatan Mepanga tetap ter-
jaga dalam keadaan aman, 
kondusif, dan harmonis.*/YAT

SULTENG RAYA - Kegi-
atan ceramah di Kantor Imi-

grasi Kelas I TPI Palu menjadi 
momentum untuk memper-

SULTENG RAYA - Ko-
dam XXIII/Palaka Wira (PW) 
menggelar Upacara Bendera 
dalam rangka memperingati 
Hari Lahir Pancasila Tahun 
2026 di lapangan Upacara 
Makodam XXIII/Palaka Wira, 
Senin (1/6/2026). 

Kegiatan berlangsung khi-
dmat dan diikuti oleh seluruh 
prajurit serta Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) jajaran Kodam 
XXIII/Palaka Wira sebagai 
wujud komitmen dalam men-
gamalkan nilai-nilai luhur 
Pancasila. Upacara dipimpin 
oleh Kepala Kelompok Staf 
Ahli (Kapoksahli) Pangdam 
XXIII/Palaka Wira, Brigj-
en TNI Sugiono, S.I.P. yang 
bertindak sebagai inspektur 
upacara. Dalam kesempatan 
tersebut, Kapoksahli memba-
cakan pidato Kepala Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP) Republik Indonesia. 
Dalam pidato tersebut, disam-
paikan bahwa peringatan Hari 
Lahir Pancasila bukan sekadar 
seremoni tahunan, melainkan 
momentum refleksi untuk 
memastikan nilai-nilai Panca-
sila tetap hidup dan menjadi 

PRAJURIT Kodam XXIII/Palaka Wira saat menggelar Upacara 
Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 
2026 di lapangan Upacara Makodam XXIII/Palaka Wira, Senin 
(1/6/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Kodam XXIII/PW Gelar Upacara 
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

pedoman dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Tema yang diusung pada 
peringatan tahun ini, yaitu 
“Pancasila Pemersatu Bangsa, 
Fondasi Perdamaian Dunia”, 
menegaskan bahwa Pancasila 
tidak hanya berperan menjaga 
keutuhan bangsa Indonesia 
yang majemuk, tetapi juga 
menjadi inspirasi bagi tercip-
tanya perdamaian dunia yang 
berkeadilan.

Dalam sambutan tersebut, 

ditegaskan bahwa Pancasila 
merupakan “Bintang Penun-
tun” sekaligus “jangkar mo-
ral” bangsa Indonesia dalam 
menghadapi berbagai tantan-
gan global, mulai dari disrupsi 
teknologi hingga dinamika 
geopolitik dunia. Dengan ber-
landaskan nilai-nilai Pancasila, 
Indonesia mampu menjaga 
persatuan di tengah keberag-
aman suku, agama, budaya, 
dan bahasa yang dimiliki.

Selain itu, Indonesia juga 

terus menunjukkan peran 
aktif dalam mewujudkan 
perdamaian dunia melalui 
kontribusi pasukan perdamai-
an di bawah bendera Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (PBB), 
keterlibatan dalam mediasi 
konflik regional, serta konsis-
tensi dalam memperjuangkan 
keadilan bagi bangsa-bangsa 
yang masih tertindas.

Melalui peringatan Hari 
Lahir Pancasila ini, seluruh 
prajurit dan PNS Kodam XXI-
II/Palaka Wira diajak untuk 
semakin mengaktualisasikan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
pelaksanaan tugas sehari-ha-
ri, menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta terus 
berkontribusi dalam mewu-
judkan Indonesia yang maju, 
damai, dan sejahtera.

Upacara berlangsung den-
gan tertib dan penuh seman-
gat nasionalisme, mencermin-
kan tekad seluruh keluarga be-
sar Kodam XXIII/Palaka Wira 
untuk senantiasa menjaga 
serta mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila sebagai dasar negara 
dan ideologi bangsa.*/YAT

PARA pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu saat berpose ber-
sama dengan penceramah dalam kegiatan ceramah keagamaan. 
FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Imigrasi Palu Gelar Ceramah Keagamaan 
Perkuat Tanggung Jawab Pegawai

kuat nilai kebersamaan, inte-
gritas, dan tanggung jawab 
dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari. 

Diikuti oleh seluruh pega-
wai, kegiatan ini mengingat-
kan pentingnya bekerja den-
gan penuh dedikasi, amanah, 
serta memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat. 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu, Muhammad Akmal 
mengatakan, ceramah ini juga 
menjadi sarana untuk saling 
menasihati dalam kebaikan, 
menjaga kekompakan, dan 
mempererat silaturahmi antar 
pegawai. “Semoga nilai-nilai 
positif yang disampaikan 
dapat terus diterapkan dalam 
lingkungan kerja demi me-
wujudkan pelayanan yang 
profesional, humanis, dan 
berintegritas,” harapnya.*/YAT
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“Penyidik Jampidsus Ke-
jaksaan Agung benar me-
lakukan geledah di kantor 
BGN,” demikian dikonfi r-
masi Plh Kapuspenkum 
Kejagung Mochamad Jefry 
kepada Republika, Rabu 
(3/6/2026). Ia belum men-
jelaskan terkait kasus apa 
penggeledahan dilakukan.

N a m u n  d e m i k i a n , 
menurutnya penggeledahan 
dilakukan sejak pukul 02.00 
dini hari tadi. Sementara 
informasi yang diperoleh 
Republika, penggeledahan 
dilakukan di lantai dua, 
tiga, dan delapan gedung 
tersebut.

Diketahui, penggeleda-

SUASANA di Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) saat terjadinya penggeledahan oleh Kejaksaan 
Agung pada Rabu (3/6/2026). FOTO: REP

Kejaksaan Agung 
Geledah Gedung BGN

SULTENG RAYA - Kejaksaan Agung men-
giyakan tengah melakukan penggeledahan 
terhadap sejumlah ruangan di Gedung 
Badan Gizi Nasional (BGN). Penggeledahan 
ini dilakukan tak lama setelah pencopotan 
Kepala BGN Dadan Hindayana.

han itu terjadi usai Presiden 
Prabowo Subianto men-
copot Kepala BGN Dadan 
Hindayana pada Selasa 
(2/6/2026) malam. Atas 
pencopotan itu, Wakil Ke-
pala BGN Nanik S Deyang 
naik jabatan mengisi ke-
kosongan Kepala BGN.

Pergantian turut menyen-
tuh Wakil Kepala BGN. Lo-
dewyk Pusung dan Sonny 
Sonjaya kehilangan jabatan 
sebagai Wakil Kepala BGN. 
Wakil Kepala BPKP Agus-
tina Arumsari dan Wakil 
Direktur PT Agrinas Pan-
gan Nusantara Mayjen TNI 
Trenggono lalu dipilih men-
gisi Wakil Kepala BGN. RPB

SULTENG RAYA - Se-
orang sumber militer Iran 
kepada RIA Novosti men-
gatakan, Iran memiliki sen-
jata canggih yang belum 
digunakan di medan perang 
dalam konfliknya dengan 
AS dan Israel. Pada 18 Mei, 
dengan mengutip sumber 
yang mengetahui masalah 
tersebut, CNN melaporkan 
bahwa Pentagon telah men-
yiapkan daftar target seran-
gan di Iran jika Presiden AS 
Donald Trump memberi 
perintah untuk melanjutkan 
serangan terhadap negara 
tersebut.

"Kami telah memproduksi 
senjata canggih di dalam ne-
geri yang belum digunakan 
di medan perang dan belum 
diuji coba," kata sumber 
Iran tersebut, mengomen-
tari kesiapan Iran untuk 
kemungkinan serangan AS 
berikutnya.

Menurut sumber tersebut, 
Teheran tidak kekurangan 
aset yang siap digunakan 
untuk menangkis serangan. 
"Dalam hal peralatan dan 
kemampuan pertahanan, 
kami tidak kekurangan apa 
pun yang akan menghalangi 
kami untuk membela negara 
kami. Kali ini, kami tidak 
berniat untuk menahan 
diri," kata sumber tersebut.

Pada Rabu (20/5/2026), 
Korps Garda Revolusi Iran 
(IRGC)  mengeluarkan pe-
ringatan bahwa agresi baru 
AS dan Israel terhadap Iran 
akan memicu sebuah perang 
yang luas melebihi kawasan 
Timur Tengah. IRGC mene-
gaskan, Iran akan melancar-
kan serangan balasan yang 
tak diharapkan musuh.

Dalam pernyataan den-
gan kalimat yang keras di-
kutip Mehr News, Rabu 
(20/5/2026), IRGC menye-
but "musuh Amerika-Zio-
nis", dengan mengatakan 
bahwa Washington dan 
Israel telah gagal belajar dari 
kekalahan strategis beru-
lang dan lagi-lagi menebar 
ancaman. IRGC mengata-
kan, meski AS dan Israel 
melancarkan serangan den-
gan kekuatan penuh pada 
perang lalu, Iran belum 
mengerahkan kapabilitas 
penuh dalam membalas.

Jika agresi berulang, IRGC 
menegaskan, "perang di 
kawasan yang sebelumnya 
dijanjikan kali ini akan di-
perluas melebihi kawasan 
(Timur Tengah), dan puku-
lan telak kami akan mem-
bawa kalian ke kerusakan 
berkeping-keping yang ti-
dak bisa anda bayangkan."

Presiden AS Donald 
Trump pada Rabu mengata-
kan bahwa Amerika Serikat 
akan bertindak sangat cepat 
jika Iran gagal memberikan 
"jawaban yang 100 persen 
memuaskan" selama ne-
gosiasi yang sedang ber-
langsung untuk mencapai 

WARGA Iran berkendara melewati papan reklame besar yang bertuliskan kalimat dalam bahasa Persia yakni Selat Hormuz tetap ditutup 
di Alun-alun Enghelab di Teheran, Iran, pada 22 April 2026. FOTO: EPA

Iran Masih Punya Senjata Canggih Rahasia

kesepakatan. 
"Benar-benar di ambang 

batas. Percayalah, jika kami 
tidak mendapatkan jawaban 
yang tepat, semuanya akan 
berjalan sangat cepat," kata 
Trump kepada wartawan 
ketika ditanya tentang ke-
mungkinan serangan ter-
hadap Iran.

"Kami semua siap. Kami 
harus mendapatkan jawa-
ban yang tepat. Itu har-
us berupa jawaban yang 
lengkap, 100 persen benar," 
imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa 
dalam skenario terburuk, 
AS dapat bertindak hanya 

dalam beberapa hari. "Kami 
berurusan dengan beberapa 
orang yang sangat baik... 
Kami berurusan dengan 
beberapa orang yang ber-
bakat, dengan kemampuan 
berpikir yang baik, dan kami 
cukup terkesan dengan hal 
itu," kata pemimpin AS 
tersebut. 

"Mudah-mudahan orang-
orang itu akan membuat ke-
sepakatan yang akan men-
guntungkan semua orang," 
imbuhnya.

Pada Selasa, Trump men-
gatakan Amerika Serikat 
dapat melancarkan serangan 
baru terhadap Iran paling 

cepat pada 22 Mei atau awal 
pekan depan. Pada Senin, 
presiden AS itu mengatakan 
bahwa ia telah menang-
guhkan serangan tersebut 
menyusul permintaan dari 
Qatar, Arab Saudi, dan Uni 
Emirat Arab.

Dia menambahkan bahwa 
permintaan tersebut diaju-
kan karena adanya "nego-
siasi serius" yang sedang 
berlangsung, yang menurut 
para pemimpin Timur Ten-
gah dapat menghasilkan 
kesepakatan yang dapat di-
terima oleh Amerika Serikat. 
Namun, Trump mengatakan 
bahwa Washington tetap 

siap melancarkan serangan 
skala besar kapan saja jika 
tidak tercapai kesepakatan.

Pada 28 Februari, AS dan 
Israel melancarkan serangan 
terhadap sasaran di Iran, 
sehingga menyebabkan ke-
rusakan dan korban jiwa di 
kalangan warga sipil. Pada 
7 April, Washington dan 
Teheran mengumumkan 
gencatan senjata selama dua 
pekan. Perundingan di Isla-
mabad berakhir tanpa hasil, 
dan Trump memperpan-
jang gencatan senjata untuk 
memberi waktu kepada Iran 
untuk mengajukan "propo-
sal terpadu." RPB

SULTENG RAYA - Ma-
naging Director Stakehol-
ders Management & Com-
munications Danantara 
Indonesia Rohan Hafas 
mengaku kesal dengan tu-
dingan Danantara Indone-
sia terlambat menyerahkan 
laporan keuangan. Rohan 
menyampaikan Danantara 
Indonesia mematuhi setiap 
ketentuan yang berlaku, 
termasuk pelaporan keu-
angan.

“Saya kesel banget sama 
yang bilang saya belum 
laporan keuangan. Saya 
yang paling tegas kasih 
edukasi,” ujar Rohan usai 
media briefing penguatan 
tata kelola ekspor komo-
ditas strategis di Wisma 
Danantara, Jakarta, Rabu 
(20/5/2026).

Menurut Rohan, Danan-
tara Indonesia mengacu 
pada Undang-Undang Per-
seroan Terbatas (UU PT) 
maupun aturan bursa yang 
berlaku bagi perusahaan 
terbuka atau go public. 
Dalam aturan tersebut, 
Danantara Indonesia tidak 
menyalahi ketentuan wak-
tu pelaporan keuangan.

“Undang-Undang PT, 
bursa, perusahaan go pu-
blic seperti Mandiri, kapan 
deadline laporan keuangan 
menurut undang-undang? 
30 Juni setiap tahun,” ucap 
Rohan.

Berdasarkan aturan ter-

CHIEF Investment Offi cer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir (kedua dari kanan) dan Mana-
ging Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas (ke-
dua dari kiri) saat media briefi ng penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis di Wisma Danan-
tara, Jakarta, Rabu (20/5/2026). FOTO: REP

Danantara Bantah Terlambat 
Setor Laporan Keuangan

sebut, sambung Rohan, 
Danantara Indonesia masih 
memiliki tenggat waktu 
yang cukup dalam men-
yusun laporan keuangan. 
Rohan mengingatkan pe-
kerjaan besar Danantara 
dalam penyusunan laporan 
keuangan terhadap seribu 
perusahaan pelat merah.

“UU PT-nya  sa ja  30 
Juni. Saya punya seribu 
PT BUMN. Saya tunggu 
sampai 30 Juni, baru saya 
konsolidasi,” kata Rohan.

Danantara Fokus Bersih-
kan Buku BUMN

Badan Pengelola (BP) 
BUMN bersama Danan-
tara tengah melakukan 
pembenahan besar-besaran 
terhadap tata kelola dan 
transparansi laporan keu-
angan seluruh perusahaan 
pelat merah. 

Hal  ini  disampaikan 
Chief Operating Officer 
(COO) Danantara sekaligus 
Kepala BP BUMN Dony 
Oskaria di sela kunjungan-
nya ke BEI, Jakarta.

Dony menyebut lang-
kah ini krusial dilakukan 
seiring proses pembersi-
han buku-buku keuan-
gan BUMN serta penyele-
saian proses impairment 
(penurunan nilai aset) yang 
bermasalah sebelum lapo-
ran keuangan Danantara 
difinalisasi dan dipubli-
kasikan pada pertengahan 
tahun ini.

“Kita sedang bereskan 
buku-buku semua. Impair-
ment kita rapikan dulu,” 
ujar Dony kepada war-
tawan dalam keterangan 
tertulis di Jakarta.

Dony menegaskan trans-
formasi  total  di  tubuh 
BUMN menjadi harga mati 
agar pengelolaan aset nega-
ra menjadi lebih transparan 
dan akuntabel. 

Menurut dia, akar masa-
lah dari beban keuangan 
yang terjadi selama ini 
bersumber dari tata kelola 
yang tidak baik.

“BUMN harus berubah, 
harus  ber transformasi 
menjadi lebih transparan 
dan dikelola menjadi lebih 
baik,” ucap Dony.

Dony membeberkan kar-
ut-marut laporan keuangan 
BUMN sering kali dipicu 
praktik manipulasi atau 
rekayasa keuangan demi 
memoles kinerja di permu-
kaan. Akibatnya, negara 
dan perusahaan harus me-
nanggung kerugian besar, 
baik karena faktor kelalai-
an manajemen maupun tin-
dakan melanggar hukum.

“Kesalahan yang terjadi 
akibat empat hal. Financi-
al engineering tujuannya 
performance terlihat lebih 
baik. Karena investasi yang 
digelembungkan dan dibe-
sar-besarkan. Rugi karena 
keteledoran dalam manage 
atau rugi karena fraud,” 
kata Dony.

Ia menyampaikan dam-
pak dari lemahnya tata 
kelola tersebut tercermin 
nyata pada lonjakan nilai 
impairment aset BUMN 
yang menyentuh angka 
fantastis. 

Hal ini yang kini diper-
baiki pada tahun ini. Tak 
hanya itu, sektor dana pen-
siun (dapen) BUMN juga 
menjadi sorotan tajam ka-
rena menyimpan bom wak-
tu berupa potensi gagal 
bayar (potential default) 
yang sangat besar.

“Anda bisa bayangkan 
pada tahun ini saja im-
pairment hampir Rp 100 
triliun akibat kesalahan 
tata kelola. Tahun ini saya 
harus menyelesaikan lagi 
potential default dan ex-
posure kita dana pensiun 
kurang lebih Rp 50 triliun,” 
sambung Dony.

Mengingat skala per-
soalan yang masif, mana-
jemen Danantara dan BP 
BUMN memilih mengambil 
langkah terukur. Laporan 
keuangan Danantara baru 
akan diselesaikan sete-
lah seluruh pos keuangan 
BUMN yang bermasalah 
ditertibkan dan dihitung 
ulang secara objektif.

Dony memastikan saat 
ini fokus utama timnya 
adalah melakukan audit 
mendalam dan merapikan 
pencatatan aset agar men-
cerminkan kondisi riil di 
lapangan. Melalui konsoli-
dasi dan pembersihan buku 
ini, Danantara diharapkan 
dapat memulai langkahnya 
di atas fondasi keuangan 
yang sehat, bersih dari 
beban masa lalu, serta me-
nerapkan standar transpa-
ransi berkelas global.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

WAJAR jika Presiden Pra-
bowo Subianto dalam dua 
hari terakhir ini merasa 
sedih dan kecewa. Orang-

orang kepercayaannya baru saja ditangkap 
Kejaksaan Agung dan KPK karena diduga 
berada di pusaran korupsi. Tentunya bukan 
Presiden saja yang merasa kecewa. Rakyat 
satu negeri ini pun niscaya merasakan hal 
yang sama.

Para pejabat ring satu Presiden itu bahkan 
ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam 
waktu yang sangat berdekatan. Dimulai dari 
Badan Gizi Nasional (BGN), mantan Kepala 
BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil-
nya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, 
diperiksa dan ditahan Kejagung. Berikutnya 
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 
Silmy Karim juga dibekuk penegak hukum 
atas dugaan kasus korupsi.

Di BGN, korupsi diduga dilakukan tiga 
pejabat tersebut dalam pengadaan mitra dan 
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 
Mereka juga diduga mengintervensi proses 
pengadaan barang dan jasa hingga mark-up 
harga dalam program Makan Bergizi Gra-
tis (MBG). Adapun Silmy Karim, bersama 
tujuh pejabat di Kementerian Imigrasi dan 
Pemasyarakatan, ditangkap atas tuduhan 
pemerasan dalam pengurusan dokumen 
keimigrasian.

Jika ditilik lebih dalam, sesungguhnya 
teramat ironis dugaan perbuatan para peja-
bat negara tersebut. Mereka ‘bermain’ di lay-
anan publik yang menyangkut kepentingan 
jutaan warga, bahkan anak sekolah. Khusus 
untuk dugaan korupsi di BGN, kasus itu 
jelas menjadi tamparan keras bagi Presiden. 
Dugaan korupsi terjadi di program MBG 
yang menjadi prioritas sekaligus unggulan 
pemerintahannya.

Bukan hanya untuk meningkatkan gizi 
anak demi pembentukan kualitas manusia 
Indonesia ke depan, program MBG juga 
menjadi andalan pemerintah untuk meng-
gerakkan pertumbuhan ekonomi dari akar 
rumput. Tak terhitung berapa jumlah pelaku 
ekonomi terlibat di sana dan berapa juta 
anak Indonesia yang akan menjadi generasi 
unggul di masa depan.

Sayangnya, operasional program mulia 
itu dipimpin oleh orang-orang yang bero-
rientasi pada keuntungan pribadi. Rakyat 
negeri ini jelas berhak marah kepada mere-
ka. Di tengah sistem MBG yang terus diper-
baiki segala kekurangannya, ternyata masih 
ada benalu di tubuh BGN. Parahnya lagi, 
benalu itu ada di pucuk organisasi. Wajar 
saja jika publik kemudian bertanya-tanya, 
jika kepalanya saja korupsi, bagaimana 
dengan yang di bawahnya?

Berbarengan dengan itu, dugaan korupsi 
di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pe-
masyarakatan yang tengah disidik KPK 
juga membuat masyarakat kembali mem-
pertanyakan keampuhan sistem pembe-
rantasan korupsi di Republik ini. Kedua 
kasus tersebut jelas memberi benang merah 
masih lemahnya sistem pengawasan dan 
pencegahan korupsi.

Secara terang benderang publik dapat 
melihat korupsi bisa terjadi dengan mudah-
nya. Alih-alih mati, korupsi malah tumbuh 
kian subur akibat sistem pencegahan yang 
masih longgar hingga lembaga yang diisi 
orang-orang bermental lancung. Semuanya 
saling melengkapi.

Karena itu, penangkapan yang langsung 
diikuti penahanan oleh Kejagung dan KPK 
harus menjadi momentum penguatan kem-
bali sistem pengawasan dan pencegahan 
terhadap tindak pidana korupsi.

Penangkapan tersebut juga mesti dilan-
jutkan dengan penegakan hukum yang 
tegas dan keras sehingga bisa menjadi shock 
therapy bagi pejabat negara lainnya agar tak 
main-main dengan uang rakyat.

Penersangkaan satu wakil menteri, satu 
kepala badan, dan dua wakil kepala badan 
di saat yang hampir bersamaan kiranya 
sudah cukup sebagai tamparan bahwa 
pemerintahan ini menginginkan birokrasi 
bersih tidak berhenti sebatas ilusi. Presiden 
harus mereformasi secara sistemis tata ke-
lola birokrasi agar tak ada lagi celah korupsi 
di dalam sistem pemerintahan.

Jangan biarkan kepercayaan rakyat yang 
cukup tinggi kepada Presiden Prabowo saat 
ini tergerus lantaran perilaku korup para 
pejabat negara. Jangan biarkan tujuan besar 
dari program-program unggulan Presiden 
terganjal gara-gara gerogotan keserakahan 
yang terus menciptakan siklus korupsi di 
birokrasi yang tak berkesudahan.*Media 
Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Visual Berita di Era AI : 
Fakta atau Rekayasa?

PERKEMBANGAN kecerdasan buatan (Ar-
tificial Intelligence/AI) membawa perubahan 
besar dalam dunia informasi, terutama dalam 
penyajian berita. Saat ini, gambar dan video 
dalam berita tidak selalu berasal dari kejadian 
nyata karena AI mampu menghasilkan visual 
yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari 
dokumentasi asli. 

HAL ini menim-
bulkan tantan-
gan baru dalam 
m e m a s t i k a n 

keaslian informasi yang di-
terima masyarakat, teruta-
ma di tengah cepatnya arus 
informasi digital yang terus 
berkembang.

Visual AI yang dimaksud 
mencakup berbagai bentuk, 
seperti  gambar digital yang 
dihasilkan oleh AI, ilustrasi 
otomatis dari data, rekayasa 
wajah atau objek yang tam-
pak realistis (deepfake), serta 
video sintetis yang dibuat 
tanpa proses pengambilan 
gambar secara langsung di 
dunia nyata. Sebagai contoh, 
visual AI dapat menciptakan 
gambar seorang tokoh publik 
yang tampak sedang mengha-
diri suatu acara tertentu atau 
menampilkan situasi bencana 
di suatu wilayah, padahal 
peristiwa tersebut sebenarnya 
tidak pernah terjadi. 

Bahkan, video dapat dibuat 
seolah-olah seseorang sedang 
berbicara atau melakukan 
tindakan tertentu meskipun 
hal tersebut tidak pernah 
dilakukan. Semua bentuk ini 
menunjukkan bahwa teknolo-
gi kini mampu menciptakan  
visual yang  tidak  lagi bergan-
tung  pada kejadian  nyata,  
tetapi tetap  terlihat meyakin-
kan bagi banyak orang.

Pada  umumnya gam-
bar dan video dalam berita 
berfungsi sebagai pendu-
kung suatu peristiwa untuk 
memperkuat informasi yang 
disampaikan kepada publik. 

OLEH : NUR AMALIA

sering memicu reaksi emo-
sional seperti takut, marah, 
atau panik, terutama ketika 
menyangkut isu sensitif. Aki-
batnya, opini publik dapat 
terbentuk tanpa dasar fakta 
yang kuat, karena konten 
yang bersifat sensasional le-
bih mudah menyebar diban-
dingkan informasi yang ak-
urat dan bersifat penjelasan.

Dalam konteks ini, per-
kembangan visual berbasis 
AI membuat tantangan sema-
kin besar karena konten yang 
tampak nyata dapat dibuat 
dan disebarkan dengan san-
gat mudah tanpa berasal dari 
kejadian sebenarnya. Hal 
ini mempercepat viralnya 
informasi, tetapi sekaligus 
meningkatkan risiko kesala-
han persepsi di masyarakat 
yang tidak selalu memiliki 
kemampuan untuk memve-
rifikasi keaslian informasi 
tersebut.

Dalam dunia jurnalistik, 
akurasi, verifikasi, dan etika 
tetap menjadi dasar utama 
yang tidak dapat ditinggal-
kan. Penggunaan AI dalam 
visual berita seharusnya di-
sertai penjelasan agar tidak 
menimbulkan kesalahpaha-
man. Masyarakat juga perlu 

memiliki sikap kritis, karena 
tidak semua visual dapat 
langsung dianggap benar 
tanpa pengecekan sumber, 
perbandingan dengan media 
lain yang terpercaya, serta 
pemahaman konteks berita 
yang lebih mendalam.

Hal ini menunjukkan  bah-
wa ketelitian  dalam meme-
riksa fakta  serta kehati-ha-
tian  dalam menyebarkan 
informasi menjadi sangat 
penting di era digital saat ini. 
Informasi tidak lagi cukup  
dilihat dari tampilan  awal,  
tetapi harus  dipahami secara  
menyeluruh,  karena  satu 
kesalahan penafsiran dapat 
mengubah makna sebuah 
berita dan memengaruhi cara 
pandang seseorang terhadap 
suatu peristiwa.

Peran platform digital dan 
media sosial juga sangat pen-
ting dalam menghadapi tan-
tangan ini. Diperlukan sistem 
penandaan yang lebih jelas 
terhadap konten berbasis AI 
agar pengguna dapat mem-
bedakan antara visual asli 
dan hasil rekayasa. Selain itu, 
transparansi dari pembuat 
konten juga menjadi bagian 
penting dalam menjaga ke-
percayaan publik terhadap 

informasi yang beredar di 
ruang digital. Dengan adanya 
kerja sama antara masyara-
kat,  media, dan pengembang 
teknologi, risiko penyebaran 
informasi palsu memang 
tidak dapat dihilangkan 
sepenuhnya, tetapi dapat 
diminimalkan melalui edu-
kasi dan kesadaran bersama. 
Oleh karena itu, sikap kritis 
dan kehati- hatian perlu 
menjadi kebiasaan dalam 
mengonsumsi berita di era 
digital yang serba cepat ini.

Pada akhirnya, perkemban-
gan AI dalam visual berita me-
mang memudahkan penyam-
paian informasi, tetapi di sisi 
lain juga membawa tantangan 
serius dalam membedakan 
mana yang benar dan mana 
yang tidak. Masyarakat tidak 
bisa lagi hanya percaya pada 
apa yang terlihat, tetapi har-
us lebih aktif mencari tahu 
bagaimana suatu informasi 
dibuat dan dicek kebenaran-
nya. Karena di era digital 
ini, kebenaran tidak selalu 
tampak secara langsung, me-
lainkan harus dipahami dan 
dipastikan terlebih dahulu 
sebelum diterima sebagai 
fakta. **Penulis: Mahasiswa 
UIN Datokatama Palu

Namun, dalam era AI, fungsi 
tersebut menjadi tidak se-
penuhnya dapat diandalkan 
karena visual tidak selalu 
mencerminkan kejadian yang 
sebenarnya dan perlu dipa-
hami melalui konteks serta 
verifikasi yang lebih hati- hati. 
Hal ini membuat masyarakat 
tidak bisa lagi menerima vi-
sual begitu saja sebagai bukti 
mutlak.

Mengapa masyarakat bisa 
terkecoh? Visual AI memung-
kinkan terciptanya gambar 
dan adegan yang sangat rea-
listis seolah-olah merupakan 
dokumentasi nyata, padahal 
tidak berasal dari peristiwa 
yang benar-benar terjadi. Kon-
disi ini membuat batas antara 
fakta dan rekayasa menjadi 
semakin samar dalam ruang 
digital, sehingga masyarakat 
perlu lebih waspada dalam 
menilai setiap informasi yang 
diterima.

Di sisi lain, AI juga membe-
rikan manfaat dalam penyaji-
an berita, seperti peta, simu-
lasi, dan ilustrasi yang mem-
bantu masyarakat memahami 
suatu peristiwa dengan lebih 
jelas dan mudah dipahami. 
Namun, kemudahan ini se-
kaligus membuka peluang 
terjadinya penyalahgunaan 
visual yang dapat mengarah 
pada kesalahan pemahaman 
publik jika tidak disertai pen-
jelasan yang tepat.

Dampak dari hal terse-
but terlihat dari cepatnya 
penyebaran informasi yang 
tidak valid. Konten visual 
yang tampak meyakinkan 

Bersihkan 
Birokrasi 

dari Korupsi

OLEH : Dr. H. SUAIB DJAFAR, M.Si

ADAT i s t iadat 
bukan sekadar 
warisan leluhur 
yang dipeliha-

ra dalam bentuk upacara, 
tradisi, atau simbol budaya, 
melainkan seperangkat nilai, 
norma, etika, dan kearifan 
lokal yang menjadi pedoman 
dalam membangun karakter 
masyarakat.

Dalam perspektif kearifan 
lokal, adat istiadat berfungsi 
sebagai benteng moral yang 
menjaga martabat bangsa. 
Martabat lahir dari perilaku 
yang beradab, saling meng-
hormati, menjunjung ting-
gi nilai kemanusiaan, serta 
menjaga kehormatan diri dan 
komunitas. 

Ketika masyarakat tetap 
berpegang pada nilai-nilai 
adat yang luhur, maka kehi-
dupan sosial akan berlangs-

ADAT istiadat adalah Pondasi yang Menjaga 
Bangsa Agar Tetap Memiliki Martabat, Identitas, 
dan Akhlak. Ungkapan bijak ini mengandung 
makna yang sangat mendalam tentang penting-
nya adat istiadat sebagai fondasi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

ung harmonis, penuh rasa 
tanggung jawab, dan meng-
hargai perbedaan.

Adat istiadat juga menja-
di penanda identitas suatu 
bangsa. Di tengah derasnya 
arus globalisasi dan perkem-
bangan teknologi, identitas 
budaya menjadi kekuatan 
yang membedakan suatu 
bangsa dari bangsa lainnya. 
Bahasa, seni, tradisi, hukum 
adat, dan berbagai ekspresi 
budaya merupakan cerminan 
jati diri yang harus dijaga dan 
diwariskan kepada generasi 
penerus. Bangsa yang kehilan-
gan adat dan budayanya akan 
kehilangan akar sejarah serta 
arah peradabannya.

Selain itu, adat istiadat me-
miliki peran penting dalam 
membentuk akhlak dan ka-
rakter masyarakat. Nilai-nilai 
seperti (Lenepuse) kejujuran, 

Adat Jaga Bangsa Tetap Bermartabat

gotong royong, (Nolunu) rasa 
malu berbuat salah, Naeya 
Nasala) penghormatan ke-
pada orang tua, kepedulian 
terhadap sesama, (Nosipeili) 
dan kecintaan terhadap alam 
merupakan bagian dari ajaran 

luhur yang hidup dalam tra-
disi masyarakat. 

Nilai-nilai tersebut menjadi 
landasan dalam menciptakan 
generasi yang berintegritas, 
beretika, dan bertanggung 
jawab.

Bagi masyarakat Kaili, ni-
lai-nilai adat tercermin dalam 
berbagai ungkapan bijak 
yang mengajarkan persauda-
raan, (Posampesuvu), (Libu) 
musyawarah, penghormatan 
terhadap sesama, Kana Mo-
sipeili, Mosipotove, Mosim-
poasi, serta keseimbangan 
hubungan antara manusia, 
alam, dan Sang Pencipta. 

Kearifan lokal tersebut men-
jadi modal sosial yang sangat 
berharga dalam menjaga ke-
harmonisan kehidupan masy-
arakat Sulawesi Tengah. 

Mosangu Norambanga Mo-
sipatuju Mombangu Ngata. 
Oleh karena itu, menjaga dan 
melestarikan adat istiadat, 
bukanlah langkah mundur 
menuju masa lalu, melainkan 
upaya strategis untuk mem-
perkuat jati diri bangsa di 
masa depan.

Adat istiadat adalah pon-
dasi peradaban yang menjaga 
bangsa tetap memiliki marta-
bat, identitas, dan akhlak di 
tengah perubahan zaman. 

Bangsa yang kuat adalah 
bangsa yang mampu me-
madukan kemajuan modern 
dengan kebijaksanaan wa-
risan leluhur sebagai sumber 
nilai dan inspirasi kehidupan.
(*) Penulis adalah Pemerhati 
Kebudayaan di Sulawesi Tengah.
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BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta 
dan ahli waris dalam acara  Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Sulteng. FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA  – Komi-
si IX DPR RI melaksanakan 
Kunjungan Kerja Spesifik ke 
Provinsi Sulawesi Tengah 
dalam rangka menyerap as-
pirasi dan masukan terhadap 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Ketenagakerjaan. 

Kegiatan yang berlangs-
ung di Rumah Jabatan Gu-
bernur Sulawesi Tengah, 
Siranindi, Palu, tersebut di-
hadiri oleh jajaran Komisi IX 
DPR RI, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah, BPJS Ke-
tenagakerjaan, akademisi, 
asosiasi pengusaha, serta 
perwakilan serikat pekerja 
dan serikat buruh.

Gubernur Sulawesi Ten-
gah,  Anwar Hafid menyam-
paikan apresiasi atas kunjun-
gan Komisi IX DPR RI yang 
dinilai menjadi momentum 
strategis bagi daerah untuk 
menyampaikan berbagai tan-
tangan ketenagakerjaan yang 
dihadapi di tengah pesatnya 
pertumbuhan investasi dan 
industri di Sulawesi Tengah.

Menurut Gubernur, per-
tumbuhan ekonomi Sulawesi 
Tengah yang mencapai 8,9 per-
sen dan menempatkan daerah 
ini sebagai salah satu daerah 
dengan pertumbuhan ekonomi 
tertinggi di Indonesia harus 
diikuti dengan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta 
penyerapan tenaga kerja lokal 
yang lebih optimal.

“Kami berharap revisi 
RUU Ketenagakerjaan mam-
pu menghadirkan regulasi 
yang lebih adaptif terhadap 
kebutuhan daerah, mem-
perkuat pengawasan kete-
nagakerjaan, meningkatkan 
perlindungan pekerja, serta 
memberikan ruang yang 
lebih besar bagi tenaga kerja 
lokal untuk berperan dalam 
pembangunan industri,” ujar 
Gubernur.

Selain menyoroti pen-
t i n g n y a  p e n i n g k a t a n 
penyerapan tenaga kerja 
lokal, Gubernur juga men-
dorong penguatan regulasi 
Keselamatan dan Kese-
hatan Kerja (K3), pening-
katan kompetensi sumber 
daya manusia, serta pem-
bangunan Balai Latihan 
Kerja (BLK) bertaraf inter-
nasional guna mendukung 
kebutuhan industri yang 
terus berkembang.

Dalam kesempatan yang 
sama, Kepala Kantor Wila-
yah Sulawesi Maluku BPJS 
Ketenagakerjaan, Mientje 
Wattu, menyampaikan bah-
wa BPJS Ketenagakerjaan 
memandang RUU Ketena-
gakerjaan sebagai momen-
tum penting untuk memper-
kuat sistem perlindungan 
sosial ketenagakerjaan bagi 
seluruh pekerja Indonesia, 
termasuk pekerja nonstan-
dar yang terus bertambah 

seiring perkembangan eko-
nomi digital.

Menurutnya, transformasi 
dunia kerja telah melahirkan 
berbagai bentuk hubungan 
kerja baru, seperti pekerja 
platform digital, pekerja 
lepas, dan pekerja ekonomi 
gig yang memerlukan per-
lindungan jaminan sosial 
yang lebih jelas dan berke-
lanjutan.

“Jaminan sosial ketena-
gakerjaan merupakan hak 
dasar setiap pekerja. Karena 
itu, BPJS Ketenagakerjaan 
mendorong agar RUU Ke-
tenagakerjaan dapat mem-
perluas cakupan perlindun-
gan kepada seluruh pekerja, 
termasuk pekerja platform 
digital, pekerja informal, dan 
pekerja ekonomi gig yang 
saat ini belum sepenuhnya 
terakomodasi dalam regulasi 
ketenagakerjaan,” ungkap 
Mientje Wattu.

BPJS Ketenagakerjaan juga 
memberikan sejumlah ma-
sukan strategis dalam pem-
bahasan RUU Ketenagaker-
jaan, antara lain penegasan 
kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan sebagai hak 
dasar seluruh pekerja, perlu-
asan perlindungan kepada 
tenaga kerja di luar hubun-
gan kerja formal, integrasi 
data ketenagakerjaan dengan 
sistem kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan, penguatan 

mekanisme pengawasan dan 
penegakan kepatuhan, serta 
peningkatan sinergi antara 
kebijakan ketenagakerjaan 
dan sistem perlindungan 
sosial nasional.

Selain itu, BPJS Kete-
nagakerjaan mendorong 
harmonisasi antara RUU 
Ketenagakerjaan dengan 
Undang-Undang Sistem Ja-
minan Sosial Nasional (SJSN) 
dan Undang-Undang BPJS 
agar hak-hak pekerja yang 
telah dijamin dalam regulasi 
yang berlaku tetap terlindun-
gi secara optimal.

K o m i s i  I X  D P R  R I 
menyampaikan bahwa kun-
jungan kerja ini merupakan 
bagian dari pelaksanaan 
fungsi legislasi DPR RI 
dalam menghimpun aspi-
rasi dan masukan dari ber-
bagai daerah sebagai bahan 
penyempurnaan RUU Kete-
nagakerjaan.

Komisi IX DPR RI juga 
mengapresiasi capaian Sula-
wesi Tengah dalam bidang 
ketenagakerjaan. Berdasar-
kan data Badan Pusat Statis-
tik (BPS), jumlah angkatan 
kerja di Sulawesi Tengah 
mencapai sekitar 1,6 juta 
orang dengan tingkat pen-
gangguran terbuka sebesar 
2,95 persen yang menunjuk-
kan tren positif dalam upaya 
memperluas kesempatan 
kerja dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan terse-

but, BPJS Ketenagakerjaan 
juga menyerahkan manfaat 
program jaminan sosial kete-
nagakerjaan kepada peserta 
dan ahli waris sebagai ben-
tuk nyata kehadiran negara 
dalam memberikan perlin-
dungan kepada pekerja dan 
keluarganya. Penyerahan 
manfaat tersebut menjadi 
simbol komitmen bersama 

dalam memperkuat perl-
indungan sosial ketenaga-
kerjaan yang inklusif dan 
berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegi-
atan tersebut Dewan Penga-
was BPJS Ketenagakerjaan 
Alif Noeriyanto Rahman, 
Direktur Perencanaan Stra-
tegis dan Teknologi Infor-
masi BPJS Ketenagakerjaan 
Ihsanudin, Kepala Kantor 
Wilayah Sulawesi Malu-

ku BPJS Ketenagakerjaan 
Mientje Wattu, Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Sulawesi 
Tengah Nursalam Halim, 
Rektor Universitas Tadulako 
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., 
IPU., ASEAN Eng., Ketua 
Apindo Sulawesi Tengah 
Candra Wijaya, jajaran pe-
rangkat daerah, serta per-
wakilan serikat pekerja dan 
serikat buruh se-Sulawesi 
Tengah. *WAN 

SULTENG RAYA – Seba-
gai wujud nyata kepedulian 
sosial yang mendalam, PT 
PLN (Persero) Unit Pelaksa-
na Pelayanan Pelanggan 
(UP3) Gorontalo bergerak 
cepat menyalurkan bantuan 
kemanusiaan bagi masyara-
kat yang terdampak bencana 
banjir di Kecamatan Biau, 
Kabupaten Gorontalo Uta-
ra (Gorut) , pada Minggu 
(31/5/2026). Langkah res-
ponsif ini merupakan bagian 
dari komitmen berkelan-
jutan PLN untuk senantiasa 
hadir di tengah masyarakat, 
khususnya dalam mem-
percepat pemulihan pasca-
bencana dan meringankan 
beban warga yang sedang 
mengalami masa-masa sulit.

Melalui kolaborasi stra-
tegis antara program Tang-
gung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL) PLN 
Peduli bersama Yayasan 
Baitul Maal (YBM) PLN, 
sebanyak 535 paket sembako 

disalurkan secara merata 
kepada masyarakat di lima 
desa yang terdampak paling 
parah. Lima desa tersebut 
meliputi; Desa Biau, Desa 
Tolitehu, Desa Malingkapo-
to, Desa Pontolo, dan Desa 
Olevano.

Selain bantuan kebutuhan 
pokok (sembako), PLN juga 
menyalurkan pakaian la-
yak pakai yang menjadi 
salah satu kebutuhan paling 
mendesak bagi warga yang 
kehilangan harta bendanya 
akibat terendam banjir.

Bantuan kemanusiaan 
tersebut disalurkan seca-
ra terpusat melalui Posko 
Bantuan Penanggulangan 
Bencana Kecamatan Biau. 
Penyerahan dilakukan se-
cara langsung oleh jaja-
ran Manajemen PLN UP3 
Gorontalo, bersama Ketua 
dan Anggota YBM PLN UP3 
Gorontalo, serta anggota 
Persatuan Istri Karyawan 
dan Karyawati (PIKK) PLN 

UP3 Gorontalo. Keterlibatan 
berbagai unsur internal PLN 
ini menegaskan soliditas 
dan sinergi korporasi dalam 
merespons aksi kemanu-
siaan.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi (UID) 
Sulawesi Utara, Tengah, dan 
Gorontalo (Suluttenggo), 
Usman Bangun menegaskan 
bahwa aksi cepat tanggap ini 
merupakan kewajiban moral 
PLN sebagai perusahaan 
yang tidak hanya berfokus 
pada aspek bisnis, tetapi 
juga pada aspek sosial ke-
masyarakatan.

“Kami di PLN berkomit-
men penuh untuk hadir se-
cara utuh bagi masyarakat. 
Tidak hanya memastikan 
infrastruktur kelistrikan 
segera pulih pascabencana 
agar aktivitas warga kembali 
terang, tetapi juga menyen-
tuh sisi kemanusiaan mere-
ka. Bantuan kemanusiaan 
melalui TJSL PLN Peduli 

dan YBM ini adalah bukti 
nyata bahwa PLN senantiasa 
berdiri bersama masyara-
kat, bahu-membahu dalam 
kondisi apa pun untuk men-
dorong percepatan pemuli-
han ekonomi dan sosial di 
Gorontalo Utara,” ungkap 
Usman.

Banjir yang melanda 
wilayah Kecamatan Biau 
tidak hanya melumpuh-
kan mobilitas harian, teta-
pi juga memukul kondisi 
sosial dan ekonomi warga 
setempat. Manajer PLN UP3 
Gorontalo, Hardi, menje-
laskan bahwa fokus PLN 
sejak awal bencana adalah 
menyelaraskan aspek kese-
lamatan kelistrikan dengan 
aksi sosial.

“Sejak awal terjadinya 
banjir, PLN bergerak si-
multan. Fokus utama kami 
adalah memastikan pemuli-
han sistem kelistrikan dapat 
dilakukan dengan cepat dan 
aman guna menghindari po-

manfaatnya secara luas oleh 
saudara-saudara kita yang 
terdampak banjir. Semoga 
kondisi psikologis dan ek-
onomi masyarakat dapat 
segera pulih total, sehingga 
roda kehidupan sosial dapat 
kembali berjalan dengan 
normal dan penuh berkah,” 
kata Nazarudin.

Aksi tanggap darurat dan 
kepedulian yang ditunjuk-
kan oleh PLN ini mendapat 
respons positif serta apresi-
asi yang tinggi dari Pemer-
intah Kabupaten Gorontalo 
Utara.

Asisten Administrasi 
Umum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Gorontalo Utara, 
Marzuki Tome, yang mene-
rima langsung bantuan di 
posko utama, menyampai-
kan rasa terima kasihnya 
atas kepedulian nyata yang 
ditunjukkan oleh PLN.

“Kami atas nama peme-
rintah daerah dan seluruh 
masyarakat mengucapkan 
terima kasih yang sebe-

sar-besarnya kepada pihak 
PLN yang telah bergerak 
cepat membantu dan ikut 
mendistribusikan langsung 
bantuan di wilayah Keca-
matan Biau. Tentu kami san-
gat mengapresiasi langkah 
nyata ini. Kehadiran PLN di 
tengah masa sulit ini sangat 
berarti bagi warga kami, 
dan kami berharap sinergi 
serta kolaborasi seperti ini 
dapat terus terjaga demi 
kesejahteraan masyarakat 
di Kabupaten Gorontalo 
Utara,” ungkap Marzuki.

Secara keseluruhan, pro-
ses penyaluran bantuan 
berjalan dengan aman, ter-
tib, dan lancar. Melalui aksi 
nyata ini, PLN menegaskan 
kembali komitmennya un-
tuk tidak hanya menjadi 
pilar keandalan energi lis-
trik nasional, tetapi juga 
menjadi pilar kemanusiaan 
yang konsisten mendukung 
kesejahteraan, keselamatan, 
dan pemulihan masyarakat 
di setiap pelosok negeri.*HJ

tensi bahaya listrik saat ban-
jir. Di saat yang sama, kami 
juga ingin hadir memberi-
kan dukungan moril dan 
materil kepada masyarakat 
melalui bantuan kemanusi-
aan ini. Kami berharap ban-
tuan yang disalurkan dapat 
meringankan beban dapur 
warga serta memantik kem-
bali semangat mereka untuk 
bangkit dan beraktivitas 
normal,” ungkap Hardi.

Sementara itu, Ketua YBM 
PLN UP3 Gorontalo, Nazar-
udin Junus, turut menyam-
paikan bahwa bantuan ini 
bersumber dari dana zakat, 
infak, dan sedekah (ZIS) 
para pegawai PLN yang 
dipotong setiap bulannya 
untuk disalurkan kepada 
yang berhak, terutama yang 
sedang tertimpa musibah.

“Melalui sinergi TJSL PLN 
Peduli dan YBM PLN, kami 
berikhtiar agar dana kebai-
kan dari para pegawai ini 
bisa langsung dirasakan 

PLN UP3 Gorontalo Salurkan 535 Paket Sembako di Gorut 
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SULTENG RAYA - Kelu-
arga besar Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu menggelar 
Halalbihalal pascahari Raya 
Idul Adha 1447 H sebagai 
momentum mempererat si-
laturahmi dan memperkuat 
kebersamaan antar pegawai, 
Jumat (29/5/2026). Kegiatan 
berlangsung dalam suasana 
hangat dan penuh kekelu-
argaan, dihadiri oleh jajaran 
pimpinan serta seluruh pe-

gawai Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu. Melalui kegiatan 
tersebut, seluruh pegawai 
saling bermaafan dan mem-
perkuat hubungan baik di 
lingkungan kerja. 

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal menyampaikan 
bahwa Halalbihalal menja-
di momen untuk menjaga 
hubungan yang harmonis 
serta membangun semangat 

kerja yang positif. “Melalui 
kegiatan ini, diharapkan ko-
munikasi dan kebersamaan 
antar pegawai dapat terus 
terjalin dengan baik sehing-
ga mendukung pelaksanaan 
tugas dan pelayanan kepada 
masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan HalalBihalal di-
tutup dengan ramah tamah 
bersama dalam suasana 
penuh kebersamaan dan 
kekeluargaan.*/YAT

PARA pegawai Kantor Imigrasi Palu dalam suasana halalbihalal pascahari Raya Idul Adha 1447 H 
sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar pegawai, Jumat 
(29/5/2026). FOTO: TANGKAPAN LAYAR FB KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Pegawai Imigrasi Palu Halalbihalal  
Usai Hari Raya Idul Adha 1447 H

Mediasi  tersebut  di-
laksanakan pada Selasa 
(2/6/2026) oleh personel 

Subsektor Mepanga sete-
lah sebelumnya menerima 
laporan terkait dugaan pen-

PELAKU dan korban dalam kasus pencurian telepon genggam (HP) yang terjadi di Dusun VI, Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan 
Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, kini berhasil diselesaikan secara damai melalui mekanisme restorative justice. FOTO: DOK 
KASUBSEKTOR MEPANGA

Kasus Pencurian HP di Mepanga 
Diselesaikan Secara Kekeluargaan

SULTENG RAYA - Kepolisian terus men-
gedepankan pendekatan humanis dalam 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
terjadi di tengah masyarakat. Melalui upaya 
mediasi dan problem solving, kasus pencu-
rian telepon genggam (HP) yang terjadi di 
Dusun VI, Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan 
Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, berha-
sil diselesaikan secara damai melalui meka-
nisme restorative justice.

curian 1 (satu) unit tele-
pon genggam merek Vivo 
Y20S yang terjadi pada Se-
nin (1/6/2026) sekira pukul 
11.39 wita di Dusun VI Desa 
Kotaraya Selatan.

Dalam proses penyelesai-
an perkara tersebut, pihak 
yang diduga melakukan 
pencurian yakni Ikbal (26), 
warga Desa Kayu Jati, Ke-
camatan Ongka Malino, 
mengakui perbuatannya 
dan menyampaikan permo-
honan maaf kepada korban, 
Tularsih (52), warga Dusun 
VI Desa Kotaraya Selatan, 
Kecamatan Mepanga.

Sebagai bentuk pertang-

gungjawaban, pelaku ber-
sedia mengembalikan te-
lepon genggam yang telah 
diambil serta mengganti 
biaya pengobatan dan biaya 
pergantian kartu telepon 
sebesar Rp600.000. Kese-
pakatan tersebut diterima 
oleh korban, yang kemudian 
sepakat menyelesaikan per-
soalan secara kekeluargaan 
tanpa melanjutkan proses 
hukum.

Kesepakatan damai ter-
sebut, dituangkan dalam 
surat pernyataan yang di-
tandatangani kedua belah 
pihak. Dalam surat tersebut, 
pelaku berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya, 
sementara korban meneri-
ma permohonan maaf dan 
menganggap perkara te-
lah selesai. Kedua pihak 
juga menyatakan tidak akan 
menyimpan dendam serta 
siap menempuh jalur hu-
kum apabila di kemudian 
hari terdapat pelanggaran 
terhadap isi kesepakatan 
yang telah dibuat.

Kasubsektor Mepanga, 
Ipda Yayang Lukie, men-
gatakan bahwa penyelesaian 
melalui mediasi merupakan 
salah satu bentuk implemen-
tasi Polri Presisi yang men-
gedepankan penyelesaian 
masalah secara humanis, 
sepanjang memenuhi syarat 
dan mendapat persetujuan 

dari para pihak yang ter-
libat.

"Polri senantiasa men-
gedepankan langkah-lang-
kah problem solving dan 
restorative justice dalam 
menangani perkara terten-
tu yang memungkinkan 
untuk diselesaikan secara 
damai. Dalam kasus ini, 
kedua belah pihak telah 
sepakat berdamai, pelaku 
mengakui kesalahannya, 
bertanggung jawab atas 
perbuatannya, dan korban 
telah menerima permintaan 
maaf serta ganti rugi yang 
diberikan,” jelasnya. “Kami 
berharap penyelesaian ini 
menjadi pembelajaran bagi 
pelaku agar tidak mengulan-
gi perbuatannya, sekaligus 

memperkuat nilai-nilai ke-
keluargaan dan kerukunan 
di tengah masyarakat," ha-
rap Ipda Yayang Lukie.

Ia menambahkan, Polri ti-
dak hanya berperan sebagai 
penegak hukum, tetapi juga 
sebagai mediator yang hadir 
untuk menjaga stabilitas 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat melalui penye-
lesaian masalah yang ber-
keadilan, mengedepankan 
musyawarah, serta membe-
rikan manfaat bagi seluruh 
pihak.

Dengan berakhirnya pro-
ses mediasi tersebut, situasi 
kamtibmas di wilayah Ke-
camatan Mepanga tetap ter-
jaga dalam keadaan aman, 
kondusif, dan harmonis.*/YAT

SULTENG RAYA - Kegi-
atan ceramah di Kantor Imi-

grasi Kelas I TPI Palu menjadi 
momentum untuk memper-

SULTENG RAYA - Ko-
dam XXIII/Palaka Wira (PW) 
menggelar Upacara Bendera 
dalam rangka memperingati 
Hari Lahir Pancasila Tahun 
2026 di lapangan Upacara 
Makodam XXIII/Palaka Wira, 
Senin (1/6/2026). 

Kegiatan berlangsung khi-
dmat dan diikuti oleh seluruh 
prajurit serta Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) jajaran Kodam 
XXIII/Palaka Wira sebagai 
wujud komitmen dalam men-
gamalkan nilai-nilai luhur 
Pancasila. Upacara dipimpin 
oleh Kepala Kelompok Staf 
Ahli (Kapoksahli) Pangdam 
XXIII/Palaka Wira, Brigj-
en TNI Sugiono, S.I.P. yang 
bertindak sebagai inspektur 
upacara. Dalam kesempatan 
tersebut, Kapoksahli memba-
cakan pidato Kepala Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP) Republik Indonesia. 
Dalam pidato tersebut, disam-
paikan bahwa peringatan Hari 
Lahir Pancasila bukan sekadar 
seremoni tahunan, melainkan 
momentum refleksi untuk 
memastikan nilai-nilai Panca-
sila tetap hidup dan menjadi 

PRAJURIT Kodam XXIII/Palaka Wira saat menggelar Upacara 
Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 
2026 di lapangan Upacara Makodam XXIII/Palaka Wira, Senin 
(1/6/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Kodam XXIII/PW Gelar Upacara 
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

pedoman dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Tema yang diusung pada 
peringatan tahun ini, yaitu 
“Pancasila Pemersatu Bangsa, 
Fondasi Perdamaian Dunia”, 
menegaskan bahwa Pancasila 
tidak hanya berperan menjaga 
keutuhan bangsa Indonesia 
yang majemuk, tetapi juga 
menjadi inspirasi bagi tercip-
tanya perdamaian dunia yang 
berkeadilan.

Dalam sambutan tersebut, 

ditegaskan bahwa Pancasila 
merupakan “Bintang Penun-
tun” sekaligus “jangkar mo-
ral” bangsa Indonesia dalam 
menghadapi berbagai tantan-
gan global, mulai dari disrupsi 
teknologi hingga dinamika 
geopolitik dunia. Dengan ber-
landaskan nilai-nilai Pancasila, 
Indonesia mampu menjaga 
persatuan di tengah keberag-
aman suku, agama, budaya, 
dan bahasa yang dimiliki.

Selain itu, Indonesia juga 

terus menunjukkan peran 
aktif dalam mewujudkan 
perdamaian dunia melalui 
kontribusi pasukan perdamai-
an di bawah bendera Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (PBB), 
keterlibatan dalam mediasi 
konflik regional, serta konsis-
tensi dalam memperjuangkan 
keadilan bagi bangsa-bangsa 
yang masih tertindas.

Melalui peringatan Hari 
Lahir Pancasila ini, seluruh 
prajurit dan PNS Kodam XXI-
II/Palaka Wira diajak untuk 
semakin mengaktualisasikan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
pelaksanaan tugas sehari-ha-
ri, menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta terus 
berkontribusi dalam mewu-
judkan Indonesia yang maju, 
damai, dan sejahtera.

Upacara berlangsung den-
gan tertib dan penuh seman-
gat nasionalisme, mencermin-
kan tekad seluruh keluarga be-
sar Kodam XXIII/Palaka Wira 
untuk senantiasa menjaga 
serta mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila sebagai dasar negara 
dan ideologi bangsa.*/YAT

PARA pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu saat berpose ber-
sama dengan penceramah dalam kegiatan ceramah keagamaan. 
FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Imigrasi Palu Gelar Ceramah Keagamaan 
Perkuat Tanggung Jawab Pegawai

kuat nilai kebersamaan, inte-
gritas, dan tanggung jawab 
dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari. 

Diikuti oleh seluruh pega-
wai, kegiatan ini mengingat-
kan pentingnya bekerja den-
gan penuh dedikasi, amanah, 
serta memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat. 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu, Muhammad Akmal 
mengatakan, ceramah ini juga 
menjadi sarana untuk saling 
menasihati dalam kebaikan, 
menjaga kekompakan, dan 
mempererat silaturahmi antar 
pegawai. “Semoga nilai-nilai 
positif yang disampaikan 
dapat terus diterapkan dalam 
lingkungan kerja demi me-
wujudkan pelayanan yang 
profesional, humanis, dan 
berintegritas,” harapnya.*/YAT

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Komisi IX DPR RI Dorong Penguatan 
Perlindungan Pekerja di Sulteng 

PLN UP3 Gorontalo bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara,  
Minggu (31/5/2026). FOTO: PLN 
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sumber untuk memperkaya 
perspektif anggota DPRD 
dalam menjalankan fungsi 
legislasi, penganggaran, dan 
pengawasan.

Bersama Direktur The Re-
form Initiatives (TRI), Hadi 
Prayitno, KPHD mendalami 
berbagai peluang kebijakan 
yang dapat memperkuat 
kapasitas fiskal daerah se-
kaligus mendorong perlin-
dungan lingkungan. 

“Salah satu isu yang men-
jadi perhatian adalah per-
kembangan ekonomi karbon 
dan peluang pemanfaatan-
nya bagi daerah. KPHD me-
nilai ekonomi karbon dapat 
menjadi instrumen penting 
untuk menciptakan sumber 
pendapatan baru bagi pe-
merintah daerah sekaligus 
memberikan insentif bagi 
upaya perlindungan hutan, 
lahan, dan ekosistem yang 
selama ini menjadi penyang-
ga kehidupan masyarakat,” 
jelas Mutmainah Korona 
melalui keterangan tertulis-
nya, Jumat (5/6/2026). 

Selain ekonomi karbon, 
Mutmainah menyebut bah-
wa KPHD juga membahas 
berbagai peluang penguatan 
fiskal daerah melalui instru-
men lingkungan, termasuk 
eco tax dan berbagai skema 
pendanaan hijau yang dapat 
mendukung pembangunan 
berkelanjutan di daerah.

Sebagai sekretariat KPHD, 
PINUS Indonesia turut men-
dukung penguatan kapasi-
tas parlemen daerah dalam 
memahami berbagai instru-
men pendanaan lingkungan 
yang dapat mendukung 

pembangunan berkelan-
jutan. Dalam forum tersebut, 
PINUS mendorong pemba-
hasan mengenai pajak eko-
logis (eco tax) dan dana kar-
bon untuk daerah sebagai 
instrumen yang berpotensi 
memperkuat kapasitas fiskal 
daerah sekaligus memberi-
kan insentif bagi perlindun-
gan lingkungan hidup.

Direktur PINUS Indo-
nesia, Rabin Ibnu Zainal, 
menilai bahwa daerah perlu 
memperoleh manfaat yang 
lebih besar dari berbagai 
upaya perlindungan ling-
kungan yang dilakukan. 

“Daerah selama ini be-
rada di garis depan dalam 
menjaga hutan, sumber 
daya alam, dan ekosistem 
yang menopang kehidu-
pan masyarakat. Karena 
itu, instrumen seperti dana 
karbon dan pajak ekologis 
perlu terus didorong agar 
tidak hanya mendukung tar-
get lingkungan, tetapi juga 
memberikan manfaat fiskal 
yang nyata bagi daerah. 
Dalam konteks ini, parle-
men daerah memiliki peran 
penting untuk mengawal 
lahirnya kebijakan yang 
mampu menghubungkan 
perlindungan lingkungan 
dengan kesejahteraan masy-
arakat,” ujarnya.

Bersama Direktur PWYP 
Indonesia, Arryanto Nugro-
ho, KPHD turut membahas 
berbagai kewenangan dan 
hak daerah yang selama ini 
belum dimanfaatkan secara 
optimal. Pembahasan ter-
sebut menyoroti berbagai 
potensi penerimaan dan 

manfaat ekonomi yang 
dapat diperoleh daerah dari 
pengelolaan sumber daya 
alam secara berkelanjutan 
tanpa bergantung pada 
pendekatan yang bersifat 
ekstraktif. Dalam konteks 
tersebut, penguatan fungsi 
pengawasan DPRD dinilai 
penting untuk memastikan 
hak-hak daerah dapat diper-
juangkan dan dimanfaatkan 
sebesar-besarnya bagi kese-
jahteraan masyarakat.

Selain itu, isu pengelolaan 
sampah menjadi salah satu 
fokus utama pembahasan. 
Bersama Founder Waste-
4Change, Junerosano, anggo-
ta KPHD menilai persoalan 
sampah masih menjadi tan-
tangan besar di banyak dae-
rah dan membutuhkan du-
kungan regulasi, pengangga-
ran, serta pengawasan yang 
lebih kuat dari parlemen 
daerah. Pengelolaan sam-
pah yang baik tidak hanya 
berdampak pada kualitas 
lingkungan, tetapi juga mam-
pu menciptakan peluang 
ekonomi baru, memperkuat 
ekonomi sirkular, serta mem-
buka lapangan kerja bagi 
masyarakat.

“Parlemen daerah me-
miliki posisi yang sangat 
strategis dalam memastikan 
agenda lingkungan hidup 
tidak berhenti pada tataran 
wacana. DPRD harus mam-
pu mengawal kebijakan, 
anggaran, dan pengawasan 
agar pembangunan daer-
ah berjalan seiring dengan 
upaya perlindungan ling-
kungan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat,” 

ujar perwakilan KPHD.
Berbagai pembahasan ter-

sebut semakin menguatkan 
komitmen KPHD untuk 
mendorong agenda pem-
bangunan yang tidak hanya 
berorientasi pada pertum-
buhan ekonomi, tetapi juga 
pada keberlanjutan lingkun-
gan dan kesejahteraan masy-
arakat. Karena itu, dalam 
pertemuan ini KPHD bersa-
ma PINUS, TRI, PWYP Indo-
nesia, Pattiro merumuskan 
pembentukan Akademi Par-
lemen Hijau Daerah sebagai 
platform pembelajaran, pen-
gembangan kapasitas, dan 
penguatan kepemimpinan 
politik hijau bagi anggota 
DPRD di seluruh Indonesia.

Akademi ini diharapkan 
menjadi wadah bagi anggo-
ta parlemen daerah untuk 
memperdalam pemahaman 
mengenai isu lingkungan 
hidup, perubahan iklim, 
ekonomi karbon, tata kelola 
sumber daya alam, pen-
danaan lingkungan, hing-
ga pengawasan berbagai 
kebijakan pembangunan 
berkelanjutan di daerah.

“Penguatan kapasitas 
anggota DPRD menjadi ke-
butuhan yang semakin men-
desak di tengah komplek-
sitas tantangan lingkungan 
saat ini. Melalui Akademi 
Parlemen Hijau Daerah, 
kami ingin membangun 
ekosistem kepemimpinan 
politik hijau yang mampu 
menghadirkan kebijakan 
publik yang berpihak pada 
lingkungan dan kesejahter-
aan masyarakat,” tambah 
perwakilan KPHD.*WAN

da Bank Syariah Indonesia. 
Dengan kinerja yang solid 
sepanjang tahun 2025, pe-
megang saham memutuskan 
pembagian dividen sebagai 
bentuk apresiasi atas pen-
capaian Perseroan. Saat ini 
kami terus memperkuat 
fundamental bisnis untuk 
menjaga pertumbuhan yang 
berkelanjutan,” ujar Wisnu.

Menurutnya, kinerja posi-
tif BSI sepanjang tahun 2025 
ditopang oleh pertumbuhan 
pembiayaan yang sehat, 
peningkatan dana murah 
(CASA) terutama tabungan 
haji dan bullion bank, ser-
ta akselerasi transformasi 
digital yang berhasil mem-
perluas jangkauan layanan 
kepada masyarakat.

Inovasi produk yang re-
levan dengan kebutuhan 
nasabah, serta mengem-
bangkan kapabilitas digital 
untuk meningkatkan pen-
galaman transaksi yang 
lebih mudah dan nyaman 
juga mampu mencetak 23,7 
juta customer based pada 
awal tahun 2026.

“Pembagian dividen ini 

menjadi motivasi bagi kami 
untuk terus meningkatkan 
kinerja dan memberikan 
manfaat yang lebih besar 
kepada seluruh pemegang 
saham, nasabah, serta pe-
mangku kepentingan. BSI 
optimistis dapat menjaga 
pertumbuhan yang sehat 
dan berkelanjutan,” tutup 
Wisnu. RHT

kabar baik bagi para petani, 
tetapi juga menjadi bagian 
dari upaya mendukung 
program ketahanan pan-
gan nasional yang terus 
didorong hingga ke tingkat 
desa. Di balik hasil panen 
itu, terdapat pendampingan 
yang dilakukan personel 
Polsubsektor Mepanga mel-
alui Bhabinkamtibmas Desa 
Bugis, BRIPKA Hariawan.

Kehadiran aparat kepoli-
sian di tengah aktivitas per-
tanian menjadi wujud nyata 
komitmen Polri dalam men-
dukung sektor pangan seba-
gai salah satu pilar penting 
pembangunan masyarakat. 
Melalui pendampingan dan 
pengawasan yang dilaku-
kan secara berkelanjutan, 
para petani mendapat du-
kungan untuk mengopti-
malkan lahan produktif 

yang dimiliki.
Kasubsektor Mepanga, 

IPDA Yayang Lukie, men-
gatakan bahwa keterlibatan 
Polri dalam program keta-
hanan pangan merupakan 
bagian dari sinergi bersama 
pemerintah desa dan ke-
lompok tani untuk mening-
katkan produktivitas perta-
nian di wilayah Kecamatan 
Mepanga.

“Polri tidak hanya hadir 
dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat, 
tetapi juga berkomitmen 
mendukung program keta-
hanan pangan nasional. Pen-
dampingan kepada petani 
dan kelompok tani merupa-
kan bagian dari upaya kami 
untuk memastikan sektor 
pertanian terus berkembang 
dan mampu memberikan 
manfaat ekonomi bagi masy-

arakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan 

panen jagung yang dilaku-
kan BUMDes Desa Bugis 
menjadi bukti bahwa kola-
borasi yang terjalin antara 
pemerintah desa, kelompok 
tani, dan kepolisian mampu 
menghasilkan dampak posi-
tif bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar panen, 
kegiatan tersebut mencer-
minkan semangat bersama 
dalam menjaga ketersediaan 
pangan sekaligus memper-
kuat ekonomi desa. Keber-
hasilan ini diharapkan dapat 
menjadi contoh bagi ke-
lompok tani lainnya untuk 
terus memanfaatkan lahan 
produktif secara optimal.

“Ke depan, kami akan 
terus melakukan pendam-
pingan dan pengawasan 
terhadap program pertanian 

yang ada di wilayah hu-
kum Polsubsektor Mepanga. 
Kami berharap semakin ba-
nyak lahan yang produktif 
dan hasil panennya mampu 
menopang perekonomian 
masyarakat serta mendu-
kung ketahanan pangan 
daerah,” tambah IPDA Ya-
yang Lukie.

Dengan panen yang ber-
langsung aman dan lancar, 
Desa Bugis kembali men-
unjukkan bahwa ketahanan 
pangan dapat dibangun 
melalui kerja sama yang 
kuat antara masyarakat 
dan pemerintah. Dari la-
han yang tidak terlalu luas, 
lahir harapan besar untuk 
mendukung swasembada 
pangan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
di Kabupaten Parigi Mou-
tong. AJI

Sekretaris Satgas PHL Pa-
rigi Moutong, Muhammad 
Idrus, menjelaskan bahwa 
pihaknya mendampingi 
Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Sulawesi Tengah 
dalam melakukan penga-
wasan lapangan terhadap 
pelaksanaan kegiatan per-
tambangan.

“Kami membantu DLH 
Sulawesi Tengah melakukan 
pengawasan melalui peman-
tauan lapangan,” kata Idrus 
usai kunjungan di kawasan 
WPR Kayuboko.

Menurutnya, keberadaan 
tiga WPR yang telah mem-
peroleh penetapan pemer-
intah perlu diiringi dengan 
kepatuhan terhadap seluruh 
ketentuan teknis lingkungan. 
Karena itu, tim melakukan 
pemeriksaan langsung untuk 
memastikan pelaksanaan 
kegiatan tambang telah me-

menuhi ketentuan yang dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Penge-
lolaan Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan terse-
but selanjutnya akan ditu-
angkan dalam berita acara 
dan menjadi bahan evaluasi 
bersama. Satgas juga be-
rencana mengundang tiga 
koperasi pengelola WPR 
guna membahas lebih lan-
jut dokumen lingkungan 
yang menjadi kewajiban 
masing-masing pengelola.

“Hasil pemantauan kami 
buatkan berita acara, kemu-
dian berdasarkan rekomen-
dasi kunjungan lapangan 
kami akan mengundang 
tiga koperasi WPR untuk 
membahas lebih jauh ter-
kait dokumen lingkungan,” 
ujarnya.

Selain memeriksa kondisi 
lapangan, Satgas turut me-
nelaah dokumen lingkungan 
yang dimiliki koperasi, ter-
masuk Pernyataan Kesang-
gupan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (PKPLH). 
Pemeriksaan itu dilakukan 
sebagai bagian dari upaya 
memastikan seluruh akti-
vitas pertambangan rakyat 
berjalan sesuai koridor hu-
kum dan tidak menimbul-
kan dampak negatif ter-
hadap lingkungan sekitar.

Dalam kesempatan terse-
but, Idrus juga menegaskan 
bahwa pola kemitraan di 
wilayah Izin Pertamban-
gan Rakyat (IPR) memiliki 
batasan yang harus dipa-
tuhi.

“Mitra koperasi di wila-
yah IPR tidak bisa berdam-
pingan dengan perusahaan. 
Kemitraan hanya boleh 

dilakukan dengan tenaga 
ahli independen, karyawan 
koperasi maupun pengurus 
koperasi WPR,” tegasnya.

Adapun tiga blok WPR 
yang saat ini telah memiliki 
pengelola resmi di Desa 
Kayuboko masing-masing 
adalah Blok I yang dikelola 
Koperasi Sinar Emas Kayu-
boko, Blok III yang dikelola 
Koperasi Kayuboko Rakyat 
Sejahtera, serta Blok VI yang 
dikelola Koperasi Cahaya 
Sukses Kayuboko.

Pengawasan yang dilaku-
kan Satgas PHL diharapkan 
menjadi langkah preventif 
untuk memastikan aktivitas 
pertambangan rakyat tidak 
hanya memberikan manfaat 
ekonomi bagi masyarakat, 
tetapi juga tetap menjaga 
kelestarian lingkungan dan 
mematuhi seluruh ketentu-
an yang berlaku. AJI

Pada menit ke-37 Oman 
mendapatkan penalti usai 
Justin Hubner menekel 
pemain Oman Amjad Ab-
dullah.

Namun, tendangan pe-
nalti Sultan Alrushadi bisa 
dibaca dan digagalkan ki-
per Indonesia Emil Audero.

Hingga pertandingan 
babak pertama berakhir tak 
ada gol tambahan yang ter-
cipta, Indonesia sementara 
unggul 2-0 atas Oman.

Di awal babak kedua, 
Oman mendapatkan pe-
luang. Namun sontekan 
pemain Oman masih bisa 
diamankan kiper Indonesia 
Emil Audero.

Pada menit ke-53 Indo-
nesia mampu mengancam 
gawang Oman lewat tem-
bakan Dony Tri Pamung-
kas. Namun tembakannya 
masih bisa diblok kiper 
Oman.

Di menit ke-55, Indonesia 
sukses menambah keung-
gulan menjadi 3-0 lewat 
sontekan Ragnar Oratman-
goen usai meneruskan um-
pan Ivar Jenner. Sontekan 
pertama diblok kiper, ke-
mudian bola rebound bisa 
dikonversi menjadi gol.

Kemudian pada menit 
ke-82, Mauro Zijlstra mam-
pu mengancam gawang 
Oman lewat sontekannya. 

Tapi masih bisa diamankan 
kiper Oman.

Lalu di menit ke-87, Sad-
dil Ramdani mampu men-
gancam gawang Oman 
lewat tembakan dari luar 
kotak penalti. Tapi temba-
kannya masih sedikit me-
lenceng di sisi kiri gawang 
lawan.

Hingga pertandingan 
berakhir tak ada gol tamba-
han yang tercipta. Indone-
sia menang 3-0 atas Oman.

Setelah pertandingan ini, 
Indonesia akan menjamu 
Mozambik di Stadion Uta-
ma Gelora Bung Karno, 
Senayan, pada Selasa (9/6) 
mendatang. CNN

Dalam sambutannya, 
Bupat i  Erwin  Burase 
menyampaikan apresiasi 
kepada seluruh pihak yang 
telah bekerja keras men-
yukseskan pelaksanaan 
MTQ, mulai dari pemerin-
tah kecamatan, pemerintah 
desa, panitia pelaksana 
hingga masyarakat Desa 
Eeya sebagai tuan rumah.

“Pemerintah Kabupaten 
Parigi Moutong memberi-
kan apresiasi setinggi-ting-
ginya kepada Pemerin-
tah Kecamatan Palasa dan 
masyarakat Desa Eeya yang 
telah menjadi tuan rum-
ah penyelenggaraan MTQ 
tahun ini. Kerja keras pani-
tia, dukungan aparat, dan 
semangat gotong royong 
masyarakat menjadi bukti 
nyata bahwa persatuan dan 
kebersamaan di Kecamatan 
Palasa senantiasa terjaga 

dengan baik,” ujar Bupati.
Menurutnya, kegiatan 

keagamaan seperti MTQ 
memiliki peran penting 
dalam membangun karak-
ter masyarakat yang berlan-
daskan nilai-nilai keimanan 
dan ketakwaan. Karena itu, 
pemerintah daerah berko-
mitmen untuk terus men-
dukung penyelenggaraan 
kegiatan serupa sebagai 
bagian dari pembangunan 
sumber daya manusia.

“Pemerintah Kabupaten 
Parigi Moutong akan se-
nantiasa memprioritaskan 
dan mendukung penuh 
kegiatan keagamaan seperti 
ini. Kita sepakat bahwa 
membangun manusia yang 
beriman dan bertakwa me-
rupakan fondasi utama 
dalam mewujudkan kema-
juan daerah yang berkelan-
jutan,” tambahnya.

Lebih dari sekadar per-
lombaan, MTQ menjadi 
momentum untuk mena-
namkan kecintaan terhadap 
Al-Qur’an dalam kehidu-
pan sehari-hari. Nilai-nilai 
yang terkandung di dalam-
nya diharapkan mampu 
menjadi pedoman bagi 
masyarakat dalam meng-
hadapi berbagai tantangan 
zaman yang terus berkem-
bang.

Dengan berakhirnya 
MTQ ke-15 Tingkat Keca-
matan Palasa, semangat 
untuk membaca, memaha-
mi, dan mengamalkan Al-
Qur’an diharapkan tidak 
berhenti di arena perlom-
baan, tetapi terus tumbuh 
dan menjadi bagian dari 
kehidupan masyarakat, 
demi mewujudkan generasi 
yang religius, mandiri, dan 
berakhlak mulia. AJI

SULTENG RAYA - Hasil drawing ASEAN 
Club Championship (ACC) 2026/2027 me-

netapkan Persib Bandung masuk Grup B 
bersua Port FC, sementara Borneo FC jumpa 

Buriram United di Grup A.

Drawing ASEAN Club 
Championship 2026/2027 
rampung digelar di Jakarta, 
Jumat (5/6). Berikut ha-
sil drawing ASEAN Club 
Championship musim de-
pan.

Juara  Super  League 
2025/2026, Persib Bandung 
tergabung di Grup B bersa-
ma tim-tim kuat, termasuk 
klub yang dibela Asnawi 
Mangkualam, Port FC.

Pada 2024, Persib pernah 
dia kali bentrok dengan 
Port FC di fase Grup F 
AFC League Two (ACL 2). 
Hasilnya, Persib  kalah 0-1 
di kandang dan bermain 
imbang 2-2 di Thailand.

Selain Port FC, Persib 
akan bertarung menghada-
pi Johor Darul Tazim (Ma-
laysia), Lion City Sailors, 
Cong An Ha Noi, PKR Svay 
Rieng, dan pemenang laga 

playoff 2 antara Ezra vs 
Shan United.

Sementara runner upa 
Super League 2025/2026, 
Borneo FC, tergabung di 
Grup A bersama Buriram 
United yang diperkuat bek 
andalan Timnas Indonesia, 
Sandy Walsh.

Selain melawan Buriram, 
Borneo FC akan bertemu 
Ratchaburi, Kuching City, 
Tampines Rovers, Viet-
nam Cup Winners, dan 
pemenang playoff 1 antara 
Kasuka vs manila Digger.

ASEAN Club Champi-
onship bakal diikuti total 14 
klub. Sebanyak 12 tim lolos 
langsung, sedangkan 4 klub 
lainnya harus melewati fase 
playoff untuk memperebut-
kan 2 slot tersisa.

Sebanyak 14 klub peserta 
akan dibagi menjadi dua 
grup, dengan masing-ma-

sing grup dihuni 7 tim. Mere-
ka bakal memainkan 6 laga, 
yang artinya hanya sekali 
berhadapan di fase grup.

Empat tim teratas dari 
masing-masing grup akan 
lolos langsung ke babak 
semifinal. Bagi Persib dan 
Borneo, turnamen ini jadi 
ajang pembuktian meng-
hadapi klub-klub elite di 
Asia Tenggara.

Hasil Drawing ASEAN Club 
Championship 2026/2027:

Grup A

Borneo FC (Indonesia)
Buriram United (Thailand)
Ratchaburi (THailand)
Kuching City (Malaysia)
Tampines Rovers (Singapura)
Juara Vietnam Cup (Vietnam)
Kasuka (Brunei) vs manila Dig-
ger (Filipina)

Grup B

Persib Bandung (Indonesia)
Port FC (Thailand)
Johor Darul Tazim (Malaysia)
Lion City Sailors (Singapura)
Cong An Ha Noi (Vietnam)
PKR Svay Rieng (Kamboja)
Ezra (Laos) vs Shan United 
(Myanmar).

PERSIB BANDUNG akan melawan Asnawi Mangkualam dan Port FC di ASEAN Club Championship 
2026/2027. FOTO: ANTARA/RAISAN AL FARISI
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Komitmen tersebut disam-
paikan Junaidin saat me-
ninjau langsung madrasah 
unggulan nasional tersebut 
pada Jumat (5/6/2026). Ke-
datangan Kakanwil disam-
but langsung oleh Kepala 
MAN IC Palu, Hj. Mardiati 
Rosmah, S.Ag., M.Ag., ber-
sama jajaran guru dan staf.

Dalam kunjungannya, 
Junaidin memantau kondisi 
infrastruktur bangunan, 
akses jalan, hingga fasilitas 
asrama. 

Ia juga menyempatkan 
diri berdialog dengan sejum-
lah siswa untuk menyerap 
aspirasi  mereka secara 
langsung.

Kepada Kakanwil, para 

siswa mengeluhkan kondisi 
akses jalan di lingkungan 
madrasah yang sebagian 
besar masih berupa tanah. 
Saat musim hujan, jalanan 
tersebut menjadi licin, ber-
lumpur, dan digenangi air, 
sehingga mengganggu mo-
bilitas harian.

Selain itu, aspek keama-
nan lingkungan juga men-
jadi perhatian. Pagar pem-
batas madrasah yang masih 
menggunakan seng dinilai 
belum memadai karena re-
latif mudah ditembus dari 
luar.

MAN IC Palu saat ini juga 
membutuhkan satu unit ge-
dung pemondokan khusus 
(khusus karantina). Fasilitas 

PROSES penyambutan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah, Dr. H. Junaidin, S.Ag., 
MA di MAN IC Palu, Jumat (5/6/2026). FOTO: AMILUDDIN

Kakanwil Kemenag Sulteng Komitmen 
Penuhi Fasilitas Akademik MAN IC Palu

SULTENG RAYA – Kepala Kantor Wilayah 
(Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) 
Sulawesi Tengah, Dr. H. Junaidin, S.Ag., MA 
berkomitmen akan memenuhi seluruh kebu-
tuhan fasilitas yang menunjang peningkatan 
akademik siswa di Madrasah Aliyah Negeri 
Insan Cendekia (MAN IC) Palu.

ini direncanakan bagi siswa 
yang sedang dipersiapkan 
menghadapi kompetisi aka-
demik, agar mereka dapat 
fokus belajar tanpa terikat 
dengan rutinitas asrama 
reguler.

Merespons keluhan terse-
but, Junaidin menegaskan 
bahwa pihak Kanwil Keme-
nag Sulteng akan menin-
daklanjuti seluruh aspirasi 
tersebut secara bertahap 
skala prioritas.

“Pembenahan secara 
menyeluruh membutuh-
kan waktu. Namun, kami 
memast ikan akan me-
menuhinya sepanjang fa-
silitas tersebut terintegrasi 
langsung dengan kebutuhan 
proses belajar-mengajar. 
Untuk saat ini, mari kita 
maksimalkan fasilitas yang 
ada,” ujar Junaidin.

Guna mempercepat rea-
lisasi perbaikan, Kemenag 
Sulteng berencana menjalin 
sinergi dengan Pemerintah 
Kota Palu selaku pemang-
ku wilayah administrative. 
“Dalam waktu dekat, kami 

akan berupaya melakukan 
audiensi dengan Wali Kota 
Palu. Madrasah ini mem-
butuhkan dukungan dari 
pemerintah daerah,” tam-
bahnya.

Di sela-sela kunjungan 
tersebut, Kakanwil Keme-
nag Sulteng didampingi 

Kepala MAN IC Palu juga 
melakukan peletakan batu 
pertama untuk pemban-
gunan gedung Asrama Tipe 
2. Pembangunan ini diha-
rapkan dapat menambah 
daya tampung dan kenya-
manan hunian siswa.

Sementara itu, Kepala 

MAN IC Palu, Mardiati 
Rosmah, menyampaikan 
apresiasi mendalam atas 
kunjungan dan respons ce-
pat Kakanwil. Ia berharap 
kolaborasi antara Kanwil 
Kemenag dan Pemda dapat 
segera mewujudkan perbai-
kan fasilitas yang dikeluh-

kan siswa.
“Harapan kami, apa yang 

disampaikan anak-anak bisa 
segera disahuti oleh Kanwil 
Kemenag Sulteng maupun 
pemerintah daerah, karena 
kondisinya memang seperti 
itu, sangat mendesak,” ujar 
Mardiati. ENG

SULTENG RAYA- Wa-
kil Wali Kota Palu, Imelda 
Liliana Muhidin,  secara 
resmi melepas kafilah Mu-
sabaqah Tilawatil Qur’an 
(MTQ) Kota Palu yang akan 
berlaga pada Musabaqah 
Tilawatil Qur’an Tingkat 
Provinsi Sulawesi Tengah 
ke-XXXI Tahun 2026, Jumat 
(5/6/2026).

Prosesi pelepasan ber-
langsung dengan penuh khi-
dmat dan semangat, sebagai 
bentuk dukungan Pemerin-
tah Kota Palu kepada para 
peserta yang akan mewakili 
daerah pada ajang keaga-
maan tingkat provinsi yang 
digelar di Kabupaten Sigi 
pada 7–13 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Wa-
kil Wali Kota Imelda Liliana 
Muhidin menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan 
kepada seluruh pihak yang 
telah berkontribusi dalam 
proses pembinaan dan per-
siapan para peserta.

“Saya menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya ke-
pada LPTQ Kota Palu, Ke-
menterian Agama Kota Palu, 
para pelatih, pembina, serta 
semua pihak yang telah 
bekerja keras melakukan 
pembinaan dan persiapan 
bagi para peserta yang akan 
mewakili daerah kita pada 
ajang MTQ tingkat provin-
si,” ujar wakil wali kota.

Wakil wali kota menegas-
kan bahwa keikutsertaan 
para peserta dalam MTQ 
bukan sekadar mengiku-
ti perlombaan, melainkan 
mengemban amanah un-
tuk membawa nama baik 
Kota Palu sekaligus men-
jadi duta-duta Al-Qur’an 
yang mampu menunjukkan 
kemampuan terbaik serta 
akhlak yang mulia.

“Keikutsertaan sauda-
ra-saudara dalam MTQ 
bukanlah sekadar men-
gikuti perlombaan, tetapi 
merupakan amanah besar 
untuk membawa nama baik 
Kota Palu sekaligus men-
jadi duta-duta Al-Qur’an 
yang akan menampilkan 
kemampuan terbaik dan 
akhlak yang mulia,” kata 
wakil wali kota.

PELEPASAN kafilah MTQ Kota Palu ke MTQ Sulawesi Tengah 
ke-XXXI Tahun 2026, Jumat (5/6/2026). FOTO PIKP DISKOMIN-
FOSANTIK PALU

Pemkot Palu Lepas Kafilah 
MTQ ke Kabupaten Sigi

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid, 
menerima audiensi Perjuan-

gan Masyarakat Pantoloan 
(PMP) di Rumah Jabatan 
Wali Kota Palu, Kamis 

(4/6/2026). 
Pertemuan tersebut mem-

bahas aspirasi masyarakat 

Wakil Wali Kota Imelda 
juga mengungkapkan rasa 
bangganya terhadap tradisi 
pembinaan Al-Qur’an yang 
selama ini berjalan dengan 
baik di Kota Palu. 

Menurut wakil wali kota, 
berbagai program pembin-
aan yang dilakukan secara 
berkelanjutan menjadi mo-
dal penting dalam mem-
persiapkan peserta meng-
hadapi kompetisi di tingkat 
provinsi.

Pada MTQ Tingkat Pro-
vinsi Sulawesi Tengah ke-
XXXI Tahun 2026, Kota Palu 
mengirimkan sebanyak 58 
peserta yang terdiri dari 29 
putra dan 29 putri untuk 
mengikuti berbagai cabang 

perlombaan. 
Para peserta diharap-

kan mampu menampilkan 
performa terbaik sekaligus 
mempertahankan prestasi 
yang selama ini telah diraih 
Kota Palu dalam ajang MTQ 
tingkat provinsi.

MTQ Tingkat Provinsi Su-
lawesi Tengah ke-XXXI akan 
mempertemukan kafilah 
dari seluruh kabupaten dan 
kota se-Sulawesi Tengah. 

Ajang ini menjadi wadah 
untuk mengukur kemampu-
an terbaik para qari, qariah, 
hafiz, hafizah, serta peserta 
dari berbagai cabang lomba 
Al-Qur’an lainnya.

Pemerintah Kota Palu 
berharap seluruh peserta 
dapat tampil maksimal, 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
sportivitas, menjaga nama 
baik daerah, serta menghar-
umkan Kota Palu di tingkat 
provinsi.

Pelepasan kafilah tersebut 
sekaligus menjadi momen-
tum untuk memperkuat 
komitmen bersama dalam 
membumikan nilai-nilai 
Al-Qur’an di tengah masy-
arakat serta mendorong 
lahirnya generasi Qurani 
yang berprestasi, berakhlak 
mulia, dan mampu menjadi 
teladan bagi lingkungan 
sekitarnya. ABS

SULTENG RAYA- Pe-
merintah Kota Palu kem-
bali melaksanakan kegiatan 
pemantauan kebersihan 
lingkungan di sejumlah titik 
wilayah Kota Palu, Kamis 
(4/6/2026).  Kegiatan terse-
but dipimpin langsung oleh 
Wali Kota Palu,  Hadianto 
Rasyid, yang berboncen-
gan sepeda motor bersama 
Sekretaris Daerah Kota Palu, 
Irmayanti Pettalolo didam-
pingi sejumlah pimpinan 
Organisasi Perangkat Daer-
ah (OPD) terkait.

Pemantauan dilakukan 
dengan menelusuri sejum-
lah ruas jalan di wilayah 
Kota Palu, khususnya di 
Kecamatan Palu Barat. 

Salah satu lokasi yang 
menjadi perhatian adalah 
kawasan Pasar Inpres Ma-
nonda yang merupakan 
pusat aktivitas ekonomi 
masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, 
Wali Kota Hadianto bersa-
ma rombongan memantau 
secara langsung kondisi 

WALI Kota Palu Hadianto menyoroti pelanggaran tata ruang 
dan kebersihan dalam Sidak kebersihan lingkungan, Kamis 
(04/06/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Hadianto Soroti Pedagang Menempati Bahu Jalan

kebersihan lingkungan, ke-
tertiban pedagang, serta 
berbagai aspek yang ber-
kaitan dengan kenyamanan 
dan kelancaran aktivitas 
masyarakat. Saat berada di 
kawasan Pasar Inpres Ma-
nonda, Wali Kota Hadianto 
terlihat menegur sejumlah 
pedagang yang masih meng-
gunakan tepi jalan sebagai 
lokasi berjualan. 

Menurut wali kota, peng-

gunaan bahu jalan untuk 
akt ivi tas  perdagangan 
dapat mengganggu kelan-
caran lalu lintas, mengu-
rangi kenyamanan peng-
guna jalan, serta berpotensi 
menimbulkan persoalan 
kebersihan dan ketertiban 
lingkungan.

Wali Kota menegaskan 
bahwa Pemerintah Kota 
Palu terus berupaya me-
wujudkan lingkungan kota 

yang bersih, tertata, dan 
nyaman bagi seluruh masy-
arakat. 

Oleh karena itu, diper-
lukan kesadaran serta kerja 
sama dari seluruh pihak, 
termasuk para pedagang, 
untuk mematuhi aturan 
yang telah ditetapkan.

Selain melakukan peman-
tauan, wali kota juga mem-
berikan sejumlah arahan 
kepada OPD terkait agar 
terus meningkatkan penga-
wasan dan penanganan per-
soalan kebersihan lingkun-
gan, terutama di kawasan 
yang menjadi pusat aktivitas 
masyarakat.

Kegiatan pemantauan ini 
merupakan bagian dari ko-
mitmen Pemerintah Kota 
Palu dalam menjaga ke-
bersihan, keindahan, dan 
ketertiban kota secara berke-
lanjutan, sekaligus memas-
tikan setiap wilayah tetap 
tertata dengan baik demi 
mendukung kenyamanan 
warga dan para pengunjung 
Kota Palu. ABS

AUDIENSI PMP di Rumah Jabatan Wali Kota Palu terkait Pelabuhan Pantoloan tetap beroperasi 
sebagai pelabuhan penumpang, Kamis (4/6/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

PMP Ajukan Pelabuhan Penumpang Tetap Berada di Pantoloan
yang menginginkan agar Pe-
labuhan Pantoloan tetap be-
roperasi sebagai pelabuhan 
penumpang dan tidak hanya 
difungsikan untuk kegiatan 
bongkar muat barang.

Dalam audiensi tersebut, 
masyarakat menyampai-
kan berbagai pertimbangan 
terkait pentingnya kebera-
daan Pelabuhan Pantoloan 
sebagai akses transportasi 
laut yang selama ini me-
layani kebutuhan warga 
Kota Palu, kawasan pesisir, 
hingga masyarakat di wila-
yah Pantai Barat Kabupaten 
Donggala.

Usai menerima perwaki-
lan masyarakat, Wali Kota 
Hadianto Rasyid mene-
gaskan bahwa Pemerintah 
Kota Palu memahami dan 
mendukung aspirasi yang 
disampaikan masyarakat 
Pantoloan.

Menurut wali kota, kebe-
radaan pelabuhan penum-
pang di Pantoloan memiliki 
nilai strategis karena lo-
kasinya yang mudah dijang-
kau oleh masyarakat. 

Selain memberikan kemu-
dahan akses transportasi, 
pelabuhan tersebut juga 
memiliki dampak sosial dan 
ekonomi yang cukup besar 
bagi masyarakat sekitar.

“Kedatangan masyara-

kat Pantoloan ini berkaitan 
dengan keinginan mereka 
agar Pelabuhan Pantoloan 
tetap menjadi pelabuhan pe-
numpang. Tentu ini menjadi 
perhatian pemerintah kare-
na menyangkut kebutuhan 
masyarakat,” ujar wali kota.

Wali kota menjelaskan 
bahwa dukungan Pemer-
intah Kota Palu terhadap 
keberlangsungan layanan 
penumpang di Pelabuhan 
Pantoloan bukanlah hal 
yang baru. 

Sebelumnya, pemerintah 
kota telah menyampaikan 
surat kepada Kementerian 
Perhubungan pada tahun 
2023 dan 2024 sebagai ben-
tuk dukungan agar layanan 
kapal penumpang tetap 
tersedia di pelabuhan ter-
sebut.

Langkah tersebut dila-
kukan sebagai upaya me-
mastikan masyarakat tetap 
mendapatkan akses trans-
portasi laut yang efektif dan 
efisien, terutama bagi warga 
yang selama ini bergantung 
pada Pelabuhan Pantoloan.

“Kami sudah menyam-
paikan sikap pemerintah 
kota melalui surat kepada 
Kementerian Perhubungan. 
Intinya, kami mendukung 
agar layanan penumpang 
tetap ada di Pelabuhan Pan-

toloan karena manfaatnya 
sangat dirasakan masyara-
kat,” kata wali kota.

Sebagai tindak lanjut atas 
aspirasi yang disampaikan 
PMP, Pemerintah Kota Palu 
bersama masyarakat beren-
cana melakukan komunikasi 
langsung dengan pemer-
intah pusat guna memper-
kuat penyampaian aspirasi 
tersebut.

Wali kota menegaskan 
bahwa pemerintah daerah 
akan terus hadir dan men-
gawal kepentingan masy-
arakat, terutama terhadap 
kebutuhan yang dinilai 
memberikan manfaat nyata 
bagi kehidupan warga.

“Pemerintah kota tentu 
akan terus mengawal as-
pirasi masyarakat. Ini ke-
butuhan yang rasional dan 
penting bagi masyarakat, se-
hingga perlu diperjuangkan 
bersama,” tegas wali kota.

Melalui pertemuan ter-
sebut, diharapkan aspira-
si masyarakat Pantoloan 
dapat menjadi perhatian 
pemerintah pusat sehingga 
Pelabuhan Pantoloan tetap 
dapat menjalankan fungs-
inya sebagai pelabuhan 
penumpang yang mendu-
kung mobilitas dan aktivitas 
masyarakat di Kota Palu dan 
sekitarnya. ABS


